PERATURAN

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
NOMOR 3 TAHUN 2010

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA
DAN ANGKA KREDITNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

Menimbang

. a.

bahwa dalam rangka mendukung
kelancaran pelaksanaan tugas
Widyaiswara agar lebih berdayaguna
dan berhasilguna perlu dilakukan
penyempurnaan  Keputusan Kepala
Lembaga Administrasi Negara Nomor 1
Tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis
Jabatan Fungsional Widyaiswara dan
Angka Kreditnya;

bahwa untuk keperluan tersebut di atas,
dipandang perlu menetapkan Peraturan
Kepala Lembaga Administrasi Negara
tentang  Petunjuk  Teknis Jabatan
Fungsional Widyaiswara dan Angka
Kreditnya.



Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974

tentang  Pokok-pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3041), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 43
Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 169,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437), sebagaimana telah dua
kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun
1966 tentang Pemberhentian/
Pemberhentian Sementara Pegawai
Negeri (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1966 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2797);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun
1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1977 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3098), sebagaimana
telah sebelas kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 21);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun
1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1980 Nomor 50,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3176);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun
1994 tentang Jabatan Fungsional
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor
22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3547);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun
2000 tentang Formasi Pegawai Negeri
Sipil  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 194,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4015), sebagaimana
telah  diubah  dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4332);



8.

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun
2000 tentang Pengadaan Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 195,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4016), sebagaimana
telah  diubah  dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4192);

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun
2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 196,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4017), sebagaimana
telah  diubah  dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4193);

Peraturan Pemerintah Nomor 101
Tahun 2000 tentang Pendidikan dan
Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4019);



11.

12.

13.

14.

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
2003 tentang Wewenang Pengangkatan,
Pemindahan, dan Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
15, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4263),
sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun
2009;

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun
2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,
Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
Kementerian Negara Republik
Indonesia, sebagaimana telah empat kali
diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 20 Tahun 2008;

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun
1972 tentang Tanggung Jawab
Fungsional Pendidikan dan Latihan;

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun
1999 tentang Rumpun Jabatan
Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun
2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,
Kewenangan, Susunan Organisasi, dan
Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non
Departemen, sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun
2005;



16.

17.

18.

19.

20.

Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun
2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas
Eselon | Lembaga Pemerintah Non
Departemen, sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 52 tahun
2005;

Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun
2003 tentang Tunjangan Jabatan
Fungsional Widyaiswara, sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 59 Tahun 2007;

Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
14 Tahun 2009 tentang Jabatan
Fungsional Widyaiswara dan Angka
Kreditnya;

Peraturan Bersama Kepala Lembaga
Administrasi Negara dan Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor 1 dan
Nomor 2 Tahun 2010 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Jabatan Fungsional
Widyaiswara dan Angka Kreditnya;

Keputusan Kepala Lembaga Administrasi
Negara Nomor 193/IX/6/4/2001 tentang
Pedoman Umum  Penyelenggaraan
Pendidikan dan Pelatihan Jabatan
Pegawai Negeri Sipil;



21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Keputusan Kepala Lembaga Administrasi
Negara Nomor 4 Tahun 2004 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Administrasi Negara, sebagaimana telah
tiga kali diubah terakhir dengan
Peraturan Kepala Lembaga Administrasi
Negara Nomor 2 Tahun 2009;

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi
Negara Nomor 9 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Diklat
Kewidyaiswaraan Berjenjang;

Peraturan Kepala LAN Nomor 3 Tahun
2006 tentang Pedoman Pelaksanaan
Orasi llmiah Widyaiswara;

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi
Negara Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Pedoman Akreditasi Lembaga
Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah;

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi
Negara Nomor 5 Tahun 2008 tentang
Standar Kompetensi Widyaiswara;

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi
Negara Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Sertifikasi Widyaiswara;

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi
Negara Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan
Fungsional Widyaiswara sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Kepala
Lembaga Administrasi Negara Nomor 3
Tahun 2009;



Memperhatikan

Menetapkan

28. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi
Negara Nomor 9 Tahun 2008 Pedoman
Penyusunan Karya Tulis Illmiah bagi
Widyaiswara;

Surat Edaran Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor B-
1040/1/1992 tanggal 15 September 1992
tentang Pengangkatan Widyaiswara;

MEMUTUSKAN:
PERATURAN KEPALA LEMBAGA
ADMINISTRASI NEGARA TENTANG

PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL
WIDYAISWARA DAN ANGKA KREDITNYA.

Pasal 1

Petunjuk  Teknis Jabatan  Fungsional
Widyaiswara dan Angka Kreditnya yang
selanjutnya  disebut  Petunjuk  Teknis
sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Peraturan ini, merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1, digunakan sebagai pedoman
dalam pembinaan Widyaiswara di seluruh
Unit Diklat Instansi Pemerintah baik Pusat
maupun Daerah.



Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka
Peraturan Kepala Lembaga Administrasi
Negara Nomor 1 Tahun 2006 tentang
Petunjuk  Teknis Jabatan  Fungsional
Widyaiswara dan Angka Kreditnya
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Penilaian angka kredit untuk kegiatan unsur
utama dan unsur penunjang sampai dengan
tanggal 31 Maret 2011 menggunakan
Peraturan Kepala LAN Nomor 1 Tahun 2006.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal

ditetapkan.
Ditetapkan di . Jakarta
pada tanggal : 29 Januari 2010

KEPALA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

ttd
ASMAWI REWANSYAH
Salinan sesuai dengan aslinya

Lembaga Administrasi Negara
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi,

Bambang Giyanto
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PERATURAN
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Angka kredit pada jabatan fungsional Widyaiswara adalah
instrumen yang digunakan untuk mengukur kinerja pejabat yang
bersangkutan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yaitu
mengajar dan melatih serta pengembangan keprofesionalannya.
Diharapkan pemberian angka kredit dalam jabatan fungsional
Widyaiswara akan lebih mampu mengakomodasi berbagai
kegiatan yang layak atau potensial di transformasikan sebagai
kinerja Widyaiswara.

Dengan mengetahui jumlah angka kredit yang dimiliki dan yang
akan dihasilkan maka seorang pejabat fungsional Widyaiswara
akan mampu memprediksi kariernya. Melalui angka kredit dapat
juga diukur keberadaan formasi Widyaiswara, oleh karenanya
instansi yang mengangkat pejabat fungsional Widyaiswara
bertanggung  jawab  untuk  menyediakan kesempatan
Widyaiswara untuk berkarya sesuai tugas pokoknya sehingga
kariernya dapat terus terjamin. Pengangkatan Pejabat fungsional
Widyaiswara yang tidak berdasarkan perhitungan formasi yang
tepat kelak akan mendatangkan kesulitan Widyaiswara dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya.

Bagian lain yang berperan penting dalam karier Widyaiswara
adalah Tim Penilai Angka Kredit Widyaiswara mulai dari Tim
Penilai Pusat (TPP), Tim Penilai Instansi (TPl), dan Tim Penilai
Daerah (TPD). Tim ini berperan penuh untuk menjaga standar
kualitas Widyaiswara melalui TUPOKSInya dalam menilai Daftar
Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK).

Seringnya terjadi kesalahan pemahaman dalam
memperhitungkan Angka Kredit diantara Pejabat Fungsional
Widyaiswara dengan Tim Penilai Angka Kredit Pejabat Fungsional

1



Widyaiswara (TPP/TPI/TPD) maka diperlukan suatu aturan yang
menjembatani kesenjangan pemahaman tersebut.
Mempertimbangkan hal tersebut di atas, maka sebagaimana
kebijakan lainnya perlu adanya penjabaran yang bersifat lebih
teknis dan detail dari Peraturan MENPAN Nomor 14 Tahun 2009
tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya
serta Peraturan Bersama Kepala LAN dan Kepala BKN Nomor 1
dan Nomor 2 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional
Widyaiswara dan Angka Kreditnya.

Tujuan
Tujuan penyusunan petunjuk teknis ini adalah:

1. memberikan suatu petunjuk standar bagi pejabat yang
berwenang dalam membina dan menentukan karier
Widyaiswara.

2. menetapkan kesamaan persepsi dalam penilaian angka kredit
antara Widyaiswara dengan TPP maupun TPI dan TPD.

Sasaran

Adapun sasaran dari disusunnya Petunjuk Teknis Jabatan
Fungsional Widyaiswara ini adalah:

1. ketentuan yang standar sebagai acuan bagi pejabat yang
berwenang dalam membina dan menentukan karier
Widyaiswara.

2. terwujudnya persamaan persepsi dalam penilaian angka
kredit antara Widyaiswara dengan TPP maupun TPl dan TPD.



D. Pengertian

Dalam petunjuk teknis ini yang dimaksud dengan:

1.

Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Jabatan Pegawai Negeri
Sipil (PNS) yang selanjutnya disebut Diklat PNS adalah proses
penyelenggaraan  belajar mengajar dalam  rangka
meningkatkan kemampuan PNS.

Widyaiswara adalah PNS yang diangkat sebagai pejabat
fungsional oleh pejabat yang berwenang dengan tugas,
tangung jawab, wewenang, untuk mendidik, mengajar,
dan/atau melatih PNS pada Lembaga Diklat Pemerintah.

Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat adalah Menteri, Jaksa
Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan,
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pimpinan
Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Kepala Pelaksana
Harian Badan Koordinasi Keamanan Laut, Kepala Pusat
Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan serta Pimpinan
Kesekretariatan Lembaga Negara dan Lembaga lainnya yang
dipimpin oleh pejabat struktural eselon | dan bukan
merupakan bagian dari Kementerian Negara/Lembaga
Pemerintah Non Kementerian.

Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi adalah
Gubernur.

Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota
Bupati/Walikota.

Lembaga Diklat Pemerintah adalah satuan unit organisasi
pada Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian,
Kesekretariatan Lembaga Negara, dan Perangkat Daerah
yang bertugas melakukan pengelolaan Diklat dan
pengembangan SDM.



10.

11.

12.

Diklat Kepemimpinan adalah Diklat yang dilaksanakan untuk
mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur
pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural.

Diklat Fungsional adalah Diklat yang dilaksanakan untuk
mencapai persyaratan kompetensi jabatan fungsional yang
sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan masing-masing.

Diklat tingkat tinggi adalah Diklat bagi PNS untuk mencapai
persyaratan kompetensi jabatan struktural eselon Il dan |,
Kompetensi jabatan fungsional jenjang utama atau yang
setara, dan kompetensi teknis lainnya yang setara, terdiri dari
Diklat Kepemimpinan Tingkat Il dan |, Diklat Fungsional
Widyaiswara Berjenjang Tingkat Utama atau Diklat
Fungsional serta Diklat Teknis lainnya yang setara.

Diklat tingkat menengah adalah Diklat yang diperuntukkan
bagi PNS untuk mencapai persyaratan kompetensi jabatan
struktural eselon lll, kompetensi jabatan fungsional jenjang
madya atau yang setara, dan kompetensi teknis lainnya yang
setara, terdiri dari Diklat Kepemimpinan Tingkat 1, Diklat
Fungsional Widyaiswara Berjenjang Tingkat Madya, atau
Diklat Fungsional serta Teknis lainnya yang setara.

Diklat tingkat lanjutan adalah Diklat yang diperuntukkan bagi
PNS untuk mencapai persyaratan kompetensi jabatan
struktural eselon IV, kompetensi jabatan fungsional jenjang
muda atau yang setara, dan kompetensi teknis lainnya yang
setara, terdiri dari Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional,
Diklat Kepemimpinan Tingkat [V, Diklat Fungsional
Widyaiswara Berjenjang Tingkat Muda, atau Diklat
Fungsional serta Teknis lainnya yang setara.

Diklat tingkat dasar adalah Diklat yang diperuntukkan bagi
Calon PNS (CPNS) untuk mencapai persyaratan kompetensi
PNS kompetensi jabatan fungsional jenjang pertama atau
yang setara, dan kompetensi teknis lainnya yang setara,

4



13.

14.

15.

16.

17.

18.

terdiri dari Diklat Prajabatan, Diklat Fungsional Widyaiswara
Berjenjang Tingkat Pertama, atau Diklat Fungsional serta
Teknis lainnya yang setara.

Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional adalah Diklat yang
dipersyaratkan bagi CPNS atau PNS yang akan diangkat dalam
jabatan Fungsional.

Diklat Teknis adalah Diklat yang dilaksanakan untuk mencapai
persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk
pelaksanaan tugas PNS.

Standar kompetensi Widyaiswara adalah kemampuan
minimal yang secara umum dimiliki oleh Widyaiswara dalam
melaksanakan tugas, tanggungjawab dan wewenangnya
untuk mendidik, mengajar, dan/atau melatih PNS, yang
terdiri atas kompetensi pengelolaan pembelajaran,
kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi
substantif.

Spesialisasi Widyaiswara adalah keahlian yang dimiliki oleh
Widyaiswara yang didasarkan pada rumpun keilmuan
tertentu sesuai latar belakang pendidikan dan/atau
pengalaman kerjanya.

Sertifikasi adalah proses pengakuan atas kelayakan
Widyaiswara dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab,
wewenangnya untuk mendidik, mengajar, dan/atau melatih
mata Diklat tertentu melalui uji kompetensi dengan merujuk
pada standar kompetensi Widyaiswara.

Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan
dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus
dicapai oleh Widyaiswara dalam rangka pembinaan karir
jabatan dan kepangkatannya.



19.

20.

21.

22.

23.

Tim penilai angka kredit adalah tim penilai yang dibentuk dan
ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, dan bertugas
menilai prestasi kerja Widyaiswara.

Jam Pelajaran (JP) adalah satuan waktu yang digunakan
dalam proses pembelajaran Diklat, dimana 1 (satu) JP adalah
45 (empat puluh lima) menit.

Formasi Jabatan Fungsional Widyaiswara adalah jumlah dan
susunan Jabatan Fungsional Widyaiswara PNS vyang
diperlukan oleh suatu lembaga Diklat Pemerintah untuk
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam jangka
waktu tertentu.

Ruang lingkup kediklatan adalah segala kegiatan yang terkait
dengan terselenggaranya diklat, mulai dari masukan, proses,
hasil, keluaran, manfaat serta substansi diklat.

Team Teaching adalah kegiatan tatap muka pada satu mata
diklat yang melibatkan 2 (dua) sampai 3 (tiga) orang
Widyaiswara yang ditentukan dalam kompetensi dasar, dan
indikator keberhasilan untuk tiap mata diklatnya dengan
mempertimbangkan aspek kompetensi yang ingin dicapai,
materi  diklat, jumlah  peserta  beserta  metode
pembelajarannya dengan waktu paling sedikit 10 JP yang
memerlukan pendalaman dalam bentuk perkonsultasian.



BAB I
PENGANGKATAN, KENAIKAN JABATAN,

PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI,
DAN PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI JABATAN

WIDYAISWARA

A. Umum

1.

Jabatan fungsional Widyaiswara merupakan jabatan karier
yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada
keahlian dan keterampilan tertentu serta bersifat mandiri
dan profesional.

Jabatan fungsional Widyaiswara hanya dapat dijabat oleh
mereka yang telah berkedudukan sebagai PNS.

Jabatan fungsional Widyaiswara mempunyai tugas pokok
mendidik, mengajar, dan/atau melatih PNS pada unit
Diklat instansi masing-masing serta melaksanakan
kegiatan pengembangan profesinya.

Jabatan fungsional Widyaiswara di suatu instansi
pemerintah berkedudukan di Unit Diklat dan dibina oleh
Kepala Unit Diklat

Jabatan fungsional Widyaiswara diatur dalam Peraturan
MENPAN Nomor 14 Tahun 2009 tentang Jabatan
Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya dan
Peraturan Bersama Kepala LAN dan Kepala BKN Nomor 1
dan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya.

Instansi Pembina Jabatan Fungsional Widyaiswara adalah
Lembaga Administrasi Negara.



B. Pengangkatan

1.

Pengangkatan dari jalur CPNS

a.

Persyaratan:

1) Tersedianya formasi jabatan  Widyaiswara

2)

dibuktikan dengan melampirkan:

a) Rencana Strategis (Renstra) Diklat yang
menjamin tersedianya jumlah diklat bagi
keberlangsungan karir Widyaiswara yang
akan di angkat (dari kegiatan tatap muka
minimal 500 (lima ratus) jp per tahunnya).

b) Komposisi Widyaiswara (kuantitas dan
spesialisasi).

Berijazah paling rendah Sarjana (S1) atau Diploma
IV sesuai kualifikasi yang ditentukan dari
Perguruan Tinggi yang terakreditasi yang
dibuktikan dengan salinan ijazah yang telah
dilegalisir.

a) pangkat paling rendah Penata Muda golongan
ruang lll/a dibuktikan dengan melampirkan
Surat Keputusan (SK).

b) setiap unsur dalam Daftar Penilaian
Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling rendah
bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir
dibuktikan dengan salinan DP3.

c) mengikuti dan lulus Diklat Calon Widyaiswara
dalam waktu paling lama 3 tahun dibuktikan
dengan salinan Surat Tanda Tamat Pendidikan
dan Pelatihan (STTPP).

d) mendapat rekomendasi pengangkatan dalam
jabatan Widyaiswara dan Penetapan Angka
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b.

Kredit awal yang ditetapkan oleh Kepala LAN
selaku Pimpinan Instansi Pembina dibuktikan
dengan salinan rekomendasi pengangkatan
dalam jabatan Widyaiswara dan Penetapan
Angka Kredit awal.

e) sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan
dengan Surat Keterangan Sehat vyang
dikeluarkan dari Rumah Sakit yang ditunjuk
oleh pemerintah.

Pejabat yang mengangkat

1) Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat.

2) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi.

3) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten
/Kota

Pangkat

1) Sarjana (S1/DIV) dengan pangkat Penata Muda
golongan ruang lll/a.

2) Pasca Sarjana (S2) dengan pangkat Penata Muda
Tk. I golongan ruang Ill/b.

3) Doktor (S3) dengan pangkat Penata golongan
ruang Ill/c.

Jenjang

1) Sarjana (S1/DIV) dengan jenjang jabatan
Widyaiswara Pertama-lll/a.

2) Pasca Sarjana (S2) dengan jenjang jabatan
Widyaiswara Pertama-Ill/b.

3) Doktor (S3) dengan jenjang jabatan Widyaiswara

Muda-lll/c.



e. Angka kredit

1)

2)

3)

Sarjana (S1/DIV) jenjang jabatan Widyaiswara
Pertama-Ill/a dengan angka kredit 100.

Pasca Sarjana (S2) jenjang jabatan Widyaiswara
Pertama-Ill/b dengan angka kredit 150.

Doktor (S3) jenjang jabatan Widyaiswara Muda-
I1l/c dengan angka kredit 200.

2. Pengangkatan PNS dari jabatan lain ke jabatan
Widyaiswara

a. Persyaratan:

1)

Tersedianya formasi jabatan  Widyaiswara
sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LAN
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman
Penyusunan  Formasi  Jabatan  Fungsional
Widyaiswara dan dibuktikan dengan
melampirkan:

(a) Renstra Diklat.

(b) Database = Widyaiswara  (kuantitas dan
spesialisasi).

Pada saat pengangkatan sebagai Widyaiswara
usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.

Berijazah paling rendah Sarjana (S1) atau Diploma
IV sesuai kualifikasi yang ditentukan dari
Perguruan Tinggi vyang terakreditasi yang
dibuktikan dengan salinan ijazah yang telah
dilegalisir.

Pangkat paling rendah Penata Muda golongan
ruang lll/a dibuktikan dengan melampirkan SK.
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5) Setiap unsur DP3 baik dalam 1 (satu) tahun
terakhir dibuktikan dengan salinan DP3.

6) Mengikuti dan lulus Diklat Calon Widyaiswara
dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun dibuktikan
dengan salinan STTPP.

7) Mendapat rekomendasi pengangkatan dalam
jabatan Widyaiswara dan Penetapan Angka Kredit
awal yang ditetapkan oleh Kepala LAN selaku
Pimpinan Instansi Pembina dibuktikan dengan
salinan rekomendasi pengangkatan dalam jabatan
Widyaiswara dan penetapan angka kredit.

8) Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan
Surat Keterangan Sehat yang dikeluarkan dari
Rumah Sakit yang ditunjuk oleh pemerintah.

Pejabat yang mengangkat
1) Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat.
2) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi.

3) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten
/Kota.

Pangkat

Pangkat ditetapkan sama dengan pangkat yang
dimiliki oleh PNS yang bersangkutan.
Jenjang

Jenjang jabatan Widyaiswara ditetapkan sesuai
dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh
pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit
setelah mendapat rekomendasi dari Instansi Pembina.
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e.

Angka kredit

Jumlah angka kredit sebagaimana yang dimaksud di
atas ditetapkan dari unsur utama dan unsur
penunjang.

Pengalaman dalam menduduki jabatan struktural
dan/atau jabatan fungsional lainnya yang dapat
diberikan nilai angka kreditnya adalah jabatan
struktural atau jabatan fungsional lainnya yang terkait
dengan bidang tugas pengajaran yang akan
dilaksanakan.

3. Pengangkatan PNS dari eselon | dan eselon Il untuk
formasi Widyaiswara Diklatpim Tk. | dan Il akan diatur
dalam peraturan perundangan yang berlaku.

C. Kenaikan Jabatan/Pangkat

1. Persyaratan kenaikan jabatan Widyaiswara Pertama lll/a
sampai dengan Widyaiswara Madya IV/c.

a.

b.

C.

d.

Paling singkat telah 1 (satu) tahun dalam jabatan
terakhir dibuktikan dengan SK.

Memenuhi jumlah angka kredit kumulatif dan
komposisi angka kredit penjenjangan  yang
disyaratkan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih
tinggi dibuktikan dengan PAK.

Telah mengikuti dan lulus Diklat Kewidyaiswaraan
Berjenjang dibuktikan dengan salinan STTPP yang
dilegalisir oleh penyelenggara Diklat.

Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan
pekerjaan dalam DP3 paling rendah bernilai baik
dalam 1 (satu) tahun terakhir.
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2. Persyaratan kenaikan jabatan Widyaiswara Utama.

a. Tersedianya formasi jabatan Widyaiswara Utama
dibuktikan dengan:

1) Peraturan tentang Penjenjangan Diklat Teknis.

2) Renstra Diklat yang mencantumkan Jenis dan
jenjang Diklat Tingkat Tinggi yang akan
dilaksanakan oleh Calon Widyaiswara Utama.

b. Melakukan orasi ilmiah dibuktikan dengan berita
acara orasi ilmiah dan sertifikat orasi ilmiah.

c. Paling singkat telah 1 (satu) tahun dalam jabatan
terakhir dibuktikan dengan SK.

d. Memenuhi jumlah angka kredit kumulatif dan
komposisi angka kredit penjenjangan yang
disyaratkan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih
tinggi dibuktikan dengan PAK.

e. Telah mengikuti dan lulus Diklat Kewidyaiswaraan
Berjenjang dibuktikan dengan salinan STTPP yang
dilegalisir oleh penyelenggara Diklat.

f. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan
pekerjaan dalam DP3 paling rendah bernilai baik
dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Kenaikan pangkat Widyaiswara ditetapkan dengan surat
keputusan pejabat yang berwenang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
setelah surat keputusan kenaikan jabatan
Widyaiswaranya ditetapkan.

Dalam hal pangkat yang dimiliki tidak setara dengan
jabatan Widyaiswara, maka kenaikan pangkatnya diatur
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
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5. Kenaikan pangkat pada jabatan fungsional Widyaiswara
mempertimbangkan :

a.

paling singkat telah 2 (dua) tahun dalam pangkat
terakhir.

memenuhi jumlah angka kredit kumulatif dan
komposisi angka kredit penjenjangan yang
disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih
tinggi.

setiap unsur penilaian prestasi kerja atau
pelaksanaan pekerjaan (DP3) paling rendah bernilai
baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

6. Penetapan angka kredit

a.

Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus
dipenuhi oleh  Widyaiswara untuk kenaikan
jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi adalah sebagai
berikut:

1) Paling rendah 80% (delapan puluh persen) angka
kredit berasal dari unsur utama.

2) Paling tinggi 20% (dua puluh persen) angka kredit
berasal dari unsur penunjang.

3) Dari total keseluruhan angka kredit yang harus
dikumpulkan seorang Widyaiswara untuk naik ke
jenjang yang lebih tinggi maka dibutuhkan paling
rendah 30% (tiga puluh persen) berasal dari sub
unsur pengembangan dan pelaksanaan Diklat.

4) Dari jumlah angka kredit kumulatif minimal yang
harus dipenuhi sebagaimana dimaksud pada butir
(1) (jumlah total keseluruhan angka kredit yang
harus dikumpulkan untuk naik ke jenjang yang
lebih tinggi), maka paling rendah 30% (tiga puluh
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persen) harus berasal dari sub  unsur
pengembangan dan pelaksanaan Diklat yang
berada dalam lingkup unsur Utama.

b. Memenuhi angka kredit dari unsur pengembangan
profesi sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)

Widyaiswara Pertama yang akan naik pangkat
menjadi Penata Muda Tingkat | golongan ruang
lll/b sampai dengan Widyaiswara Muda pangkat
Penata golongan ruang lll/c, dari angka kredit
kumulatif yang disyaratkan paling rendah 4
(empat) angka kredit harus berasal dari sub unsur
pengembangan profesi.

Widyaiswara Muda yang akan naik pangkat
menjadi Penata Tingkat | golongan ruang lllI/d
sampai dengan Widyaiswara Madya pangkat
Pembina golongan ruang 1V/a, dari angka kredit
kumulatif yang disyaratkan paling rendah 8
(delapan) angka kredit harus berasal dari sub
unsur pengembangan profesi.

Widyaiswara Madya yang akan naik pangkat
menjadi Pembina Tingkat | golongan ruang IV/b
sampai dengan Widyaiswara Madya pangkat
Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, dari
angka kredit kumulatif yang disyaratkan paling
rendah 12 (dua belas) angka kredit harus berasal
dari sub unsur pengembangan profesi.

Widyaiswara Madya yang akan naik pangkat
menjadi Widyaiswara Utama pangkat Pembina
Utama Madya golongan ruang IV/d sampai
dengan Widyaiswara Utama pangkat Pembina
Utama golongan ruang IV/e, dari angka kredit
kumulatif yang disyaratkan paling rendah 16
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C.

(enam belas) angka kredit harus berasal dari sub
unsur pengembangan profesi.

Widyaiswara yang pada tahun pertama telah
memenuhi atau melebihi angka kredit yang
disyaratkan untuk kenaikan pangkat dalam masa
pangkat yang didudukinya, maka pada tahun kedua
diwajibkan mengumpulkan paling kurang 20% (dua
puluh persen) angka kredit dari jumlah angka kredit
yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat
setingkat lebih tinggi yang berasal dari sub unsur
pengembangan dan pelaksanaan Diklat.

Penetapan angka kredit untuk pemeliharaan
diberlakukan pada Widyaiswara dengan kondisi :

1) Widyaiswara Madya golongan ruang IV/c yang
telah memenuhi angka kredit untuk naik ke
jenjang Widyaiswara Utama golongan ruang 1V/d,
namun dikarenakan tidak ada formasi maka setiap
tahunnya kepada yang bersangkutan dikenakan
kewajiban mengumpulkan angka kredit sejumlah
20 (dua puluh) dari unsur pengembangan
pelaksanaan diklat dan unsur pengembangan
profesi.

2) Widyaiswara Utama golongan ruang IV/d dan IV/e
dikenakan kewajiban setiap tahunnya
mengumpulkan angka kredit sejumlah 25 (dua
puluh  lima) dari  unsur pengembangan
pelaksanaan diklat dan unsur pengembangan
profesi.

Dalam hal Widyaiswara yang dikenakan kewajiban
pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada butir (d)
di atas maka pada tahun pertama (sejak SK Jabatan
Terbit) apabila yang bersangkutan memiliki angka

16



kredit dari kegiatan pengembangan dan pelaksanaan
diklat dan kegiatan pengembangan profesi setelah
memperoleh PAK, maka angka kredit tersebut dapat
dihitung dalam kewajiban pemeliharaan.

f. Apabila pada tahun berikutnya Widyaiswara yang
bersangkutan memiliki angka kredit pemeliharaan
lebih dari yang diwajibkan maka kelebihan angka
kredit tersebut akan diperhitungkan sebanyak 50%
pada tahun berikutnya dimana yang bersangkutan
hanya diwajibkan mengumpulkan sisa angka kredit.

Berdasarkan uraian di atas berikut rincian penghitungan
komposisi angka kredit yang dibutuhkan seorang
Widyaiswara yang akan naik ke jenjang jabatan yang lebih
tinggi yang dijelaskan dalam tabel-1 dan tabel-2 berikut:
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Tabel -1

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT WIDYAISWARA

JENJANG/PANGKAT/GOL.RUANG/ANGKA KREDIT
PERTAMA MUDA MADYA UTAMA
Penata Penata Penata Penata | Pembina | Pembina Pembina Pembina Pembina
Muda Muda Tk. | Tk.l Utama Utama Utama
NSUR 9
UNSU % Tk.l Muda Madya
Ii/a /b 1i/c 1ni/d IV/a IV/b IV/c v/d IV/e

Komposisi AK
Kumulatif:
I UTAMA >80 80 120 160 240 320 440 560 680 840
11 PENUNJANG <20 20 30 40 60 80 110 140 170 210
JUMLAH 100 100 150 200 300 400 550 700 850 1.050
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Tabel-2
KOMPOSISI ANGKA KREDIT UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT WIDYAISWARA

JENJANG/PANGKAT/GOL.RUANG/ANGKA KREDIT

UNSUR % PERTAMA MUDA MADYA UTAMA
Penata Penata Penata Penata Pembina | Pembina Pembina Pembina Pembina
Muda Muda Tk. 1 Tk.I Utama Utama Utama
Tk.1 Muda Madya
Komposisi AK /a > /b > l/c—> n/d - IV/a > IV/b > IV/c > vV/d > IV/e
untuk Kenaikan /b i/c 1/d IV/a IV/b IV/c Ivd IV/e
Jabatan/ Pangkat:
| UTAMA: 280 40 40 80 80 120 120 120/20* 160 / 25%*
25**
A.Pendidikan
B.Pengembangan & 215 215 >30 >30 245 245 245 260 -
Pelaksanaan Diklat
>30% x A AK
kumulatif tiap
jenjang pangkat
C.Pengembangan 24 24 28 28 212 212 216 216 -
Profesi
11 PENUNJANG <20 10 10 20 20 30 30 30 40 -
JUMLAH 100 50 50 100 100 150 150 150 200 25
*) AK yang harus dipenuhi setiap tahun yang berasal dari sub-unsur pengembangan dan pelaksanaan Diklat dan sub-unsur pengembangan

profesi apabila terkena pemeliharaan karena tidak ada formasi

**) AK yang harus dipenuhi setiap tahun yang berasal dari sub-unsur pengembangan dan pelaksanaan Diklat dan sub-unsur
pengembangan profesi.
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D. Pembebasan Sementara

1. Pembebasan Sementara

Pembebasan Sementara adalah pelepasan sementara
jabatan fungsional Widyaiswara dalam kurun waktu
tertentu dan dapat diangkat kembali dalam jabatan
fungsional Widyaiswara. Widyaiswara yang terkena
pembebasan sementara tidak menerima tunjangan.
Adapun pembebasan sementara sebagaimana dimaksud
di atas disebabkan:

a.

Dijatuhi hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau
berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan
pangkat.

Diberhentikan sementara sebagai PNS.
Ditugaskan secara penuh di luar jabatan Widyaiswara.

Cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk
persalinan keempat dan seterusnya.

Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

Tidak dapat memenuhi angka kredit vyang
dipersyaratkan sebagai berikut:

1) Widyaiswara Pertama Pangkat Penata Muda
golongan ruang lll/a sampai dengan Widyaiswara
Utama Pangkat Pembina Utama Madya Golongan
Ruang IV/d, dibebaskan sementara dari
jabatannya apabila dalam waktu 5 (lima) tahun
sejak menduduki pangkat dalam jabatan terakhir
tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang
ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat
lebih tinggi.
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2) Widyaiswara Madya Pangkat Pembina Utama
Muda golongan ruang IV/c vyang terkena
mekanisme pemeliharaan jabatan dibebaskan
sementara dari jabatannya apabila setiap tahun
sejak memperoleh Penetapan Angka Kredit (PAK)
dari Kepala LAN untuk dapat naik dalam jabatan
Widyaiswara Utama Pangkat Pembina Utama
Madya golongan ruang IV/d, tidak dapat
mengumpulkan angka kredit paling rendah 20
(dua puluh) dari sub unsur pengembangan dan
pelaksanaan Diklat dan sub unsur pengembangan
profesi.

3) Widyaiswara Utama Pangkat Pembina Utama
Madya golongan ruang IV/d sampai dengan
Widyaiswara Utama Pangkat Pembina Utama
golongan ruang IV/e dibebaskan sementara dari
jabatannya apabila setiap tahun sejak menduduki
pangkat dalam jabatan tersebut tidak dapat
mengumpulkan angka kredit paling rendah 25
(dua puluh lima) dari sub unsur pengembangan
dan pelaksanaan Diklat dan sub unsur
pengembangan profesi.

Widyaiswara yang telah memasuki batas limit
pembebasan sementara, dan masih memiliki DUPAK
yang belum diajukan dapat diajukan paling lambat
pada sidang penilaian Angka Kredit yang terdekat
waktunya.

2. Pejabat yang berwenang menetapkan SK Pembebasan
sementara:

a. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat/Daerah bagi
Widyaiswara yang dijatuhi hukuman disiplin PNS

21



tingkat sedang atau berat berupa jenis hukuman
disiplin penurunan pangkat.

Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat/Daerah bagi
Widyaiswara yang diberhentikan sementara sebagai
PNS.

Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat/Daerah bagi
Widyaiswara yang ditugaskan secara penuh di luar
jabatan Widyaiswara, kecuali Widyaiswara Utama
ditetapkan oleh Presiden.

Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat/Daerah bagi
Widyaiswara yang cuti di luar tanggungan negara,
kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya.

Pejabat Pembina  Kepegawaian  Pusat/Daerah
Widyaiswara yang melaksanakan tugas belajar lebih
dari 6 (enam) bulan.

Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat/Daerah bagi
Widyaiswara yang tidak dapat memenuhi angka
kredit.

. Widyaiswara tidak dapat mengumpulkan angka kredit
yang disyaratkan

Apabila Widyaiswara tidak dapat mengumpulkan angka
kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jenjang satu
tingkat di atasnya, maka pejabat pembina kepegawaian
yang bersangkutan mengambil tindakan sebagai berikut:

a.

Mengeluarkan Surat Peringatan sebagai
pemberitahuan batas waktu pemenuhan angka kredit
yang dikeluarkan 6 (enam) bulan sebelum
ditetapkannya  surat  keputusan  pembebasan
sementara.
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b. Apabila Widyaiswara dalam waktu 6 (enam) bulan
sejak Surat Peringatan dikeluarkan tidak dapat
mengumpulkan angka kredit yang disyaratkan, maka
Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan
mengeluarkan SK Pembebasan Sementara.

c. SK Pembebasan Sementara disampaikan kepada
pejabat Widyaiswara vyang bersangkutan, dan
ditembuskan kepada:

1)

2)
3)

4)

5)

Kepala BKN/Kantor Regional BKN vyang
bersangkutan;

Kepala LAN;

Kepala BKD Provinsi/Kabupaten/Kota atau Biro/
Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;

Pejabat yang berwenang menetapkan angka
kredit;

Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
atau Kepala Biro/Bagian Keuangan Instansi/
Daerah yang bersangkutan.

4. Penetapan Terhitung Mulai Tanggal (TMT) Pembebasan
Sementara

Penetapan tanggal mulai berlakunya pembebasan
sementara bagi Widyaiswara, ditetapkan berdasarkan
batas/limit waktu yang ditentukan seorang Widyaiswara
tidak dapat mengumpulkan angka kredit sebagaimana
diatur dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan MENPAN
Nomor 14 Tahun 2009, yaitu :

a. Apabila memasuki tahun kelima dalam jabatan
Widyaiswara Pertama pangkat Penata Muda golongan
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ruang lll/a sampai dengan Widyaiswara Utama
pangkat Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d.

Apabila memasuki satu tahun dalam jabatan
Widyaiswara Utama Pangkat Pembina Utama Madya
golongan ruang IV/d sampai dengan Widyaiswara
Utama pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e.

Apabila memasuki satu tahun sejak memperolah
penetapan angka kredit bagi Widyaiswara Madya
pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c
yang telah memenuhi jumlah angka kredit kumulatif
minimal untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat
lebih tinggi namun tidak tersedianya formasi jabatan
Widyaiswara Utama (pemeliharaan).

E. Pengangkatan Kembali

1. Pengangkatan Kembali

Widyaiswara yang dibebaskan sementara dapat diangkat
kembali berdasarkan kondisi sebagai berikut:

a.

Widyaiswara yang dijatuhi hukuman disiplin PNS
tingkat sedang atau berat berupa jenis hukuman
disiplin penurunan pangkat dapat diangkat kembali
dalam Jabatan Fungsional Widyaiswara apabila masa
berlakunya hukuman disiplin tersebut telah berakhir.

Widyaiswara yang diberhentikan sementara sebagai
PNS dapat diangkat kembali apabila berdasarkan
keputusan pengadilan vyang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap dinyatakan tidak bersalah atau
dijatuhi hukuman percobaan.

Widyaiswara yang ditugaskan secara penuh di luar
jabatan Widyaiswara dapat diangkat kembali apabila
telah selesai melaksanakan tugas di luar Jabatan
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Fungsional Widyaiswara dengan ketentuan usia paling
tinggi 2 (dua) tahun sebelum mencapai batas usia
pensiun sesuai jabatan terakhir yang didudukinya baik
jabatan struktural maupun jabatan fungsional lainnya,
kecuali yang menduduki jabatan struktural eselon II
atau eselon .

Widyaiswara yang cuti di luar tanggungan negara,
kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya
dapat diangkat kembali apabila telah selesai menjalani
cuti tersebut.

Widyaiswara yang melaksanakan tugas belajar lebih
dari 6 (enam) bulan dapat diangkat kembali apabila
telah selesai menjalankan tugas belajarnya.

Widyaiswara yang tidak dapat memenuhi angka kredit
dapat diangkat kembali apabila dalam waktu
maksimal 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara,
dapat mengumpulkan angka kredit minimal yang
disyaratkan.

Widyaiswara yang akan diangkat kembali harus
melampirkan SK Pembebasan Sementara.

Pejabat yang berwenang mengeluarkan SK Pengangkatan
Kembali

a.

Widyaiswara yang dijatuhi hukuman disiplin PNS
tingkat sedang atau berat berupa jenis hukuman
disiplin penurunan pangkat adalah Pejabat Pembina
Kepegawaian Pusat/Daerah.

Widyaiswara yang diberhentikan sementara sebagai
PNS adalah Pejabat Pembina Kepegawaian
Pusat/Daerah.
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Widyaiswara yang ditugaskan secara penuh di luar
jabatan Widyaiswara adalah Pejabat Pembina
Kepegawaian Pusat/Daerah, kecuali Widyaiswara
Utama dikeluarkan oleh Presiden.

Widyaiswara yang cuti di luar tanggungan negara,
kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya
adalah Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat/Daerah.

Widyaiswara yang melaksanakan tugas belajar lebih
dari 6 (enam) bulan adalah Pejabat Pembina
Kepegawaian Pusat/Daerah.

Widyaiswara yang tidak dapat memenuhi angka kredit
adalah Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat/Daerah.

F. Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Widyaiswara

1. Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Widyaiswara
dikenakan pada Widyaiswara apabila:

a.

Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah
mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali jenis
hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat.

Berdasarkan keputusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap dinyatakan
bersalah.

Tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang
ditentukan dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun
setelah Pembebasan Sementara.

2. Pejabat yang Berwenang Mengeluarkan Keputusan
Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Widyaiswara
Ditetapkan oleh :
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Presiden untuk Widyaiswara Utama.

Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Daerah
untuk Widyaiswara Pertama Pangkat Penata Muda
golongan ruang lll/a sampai dengan Widyaiswara
Utama Pangkat Pembina Utama Madya golongan
ruang IV/d.
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BAB Il
UNSUR-UNSUR KEGIATAN
JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA

Unsur-unsur yang dinilai dalam memberikan angka kredit:

A. Unsur Utama, yaitu:

1.

Sub Unsur Pendidikan, terdiri dari kegiatan:

a.

Pendidikan  sekolah  yang terakreditasi dan
memperoleh ijazah/gelar kesarjanaan, mengikuti
pendidikan sekolah meliputi jenjang:

1) Doktor (S-3);
2) Pasca Sarjana (S-2);
3) Sarjana (S-1).

Pendidikan dan Pelatihan dan memperoleh Surat
Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)/
sertifikat, mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
minimal 30 JP.

Sub Unsur Pengembangan dan Pelaksanaan Diklat,
terdiri dari kegiatan:

a.

Penganalisisan kebutuhan Diklat, dengan butir
kegiatan melaksanakan Analisis Kebutuhan Diklat
(AKD).

Penyusunan kurikulum Diklat, dengan butir kegiatan
menyusun kurikulum Diklat.

Penyusunan bahan Diklat sesuai spesialisasinya,
dengan butir kegiatan:
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1) menyusun bahan ajar sesuai spesialisasinya.

2) menyusun Garis-garis Besar Program
Pembelajaran (GBPP)/ Rancang Bangun
Pembelajaran Mata Diklat (RBPMD) dan Satuan
Acara Pembelajaran (SAP)/ Rencana Pembelajaran
(RP) sesuai spesialisasinya.

3) menyusun bahan tayang sesuai spesialisasinya.
4) menyusun modul Diklat sesuai spesialisasinya.
5) menyusun soal ujian Diklat sesuai spesialisasinya.

Pelaksanaan tatap muka di depan kelas Diklat sesuai
spesialisasinya, dengan butir kegiatan melaksanakan
tatap muka di depan kelas Diklat sesuai
spesialisasinya.

Pemeriksaan jawaban ujian Diklat sesuai
spesialisasinya, dengan butir kegiatan memeriksa
jawaban ujian Diklat sesuai spesialisasinya.

Pembimbingan Diklat pada Diklat Struktural sesuai
spesialisasinya, dengan butir kegiatan:

1) membimbing peserta Diklat dalam penulisan
Kertas Kerja (KK) pada Diklat Struktural sesuai
spesialisasinya.

2) membimbing Praktik Kerja Lapangan (PKL)/
Observasi Lapangan (OL)/ pada Diklat Struktural
sesuai spesialisasinya.

3) menjadi moderator/ narasumber pada seminar/
lokakarya/diskusi dalam kelas pada Diklat
Struktural sesuai spesialisasinya.
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g.

Pengelolaan Program Diklat di Instansinya, meliputi
butir kegiatan:

1) mengelola program diklat di instansinya sebagai
penanggung jawab minimal 30 JP.

2) mengelola program diklat di instansinya sebagai
anggota minimal 30 JP.

Pengevaluasian program Diklat sesuai spesialisasinya,
dengan butir kegiatan melakukan evaluasi program
Diklat sesuai spesialisasinya.

3. Sub Unsur Pengembangan Profesi, terdiri dari kegiatan:

a.

Pembuatan Karya Tulis Ilmiah (KTI) yang terkait
lingkup kediklatan dan/atau pengembangan
spesialisasinya, dengan butir kegiatan membuat KTI
yang  terkait lingkup  kediklatan  dan/atau
pengembangan spesialisasinya, dalam bentuk:

1) Buku dengan ISBN, diterbitkan, dan diedarkan
secara nasional.

2) Non buku yang dimuat dalam Jurnal limiah,
Majalah llmiah, Buku Proceeding, Surat Kabar,
Website.

3) Naskah.

Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan ilmiah
lainnya selain buku yang terkait lingkup kediklatan
dan/atau pengembangan spesialisasinya, dengan butir
kegiatan:

1) menerjemahkan/menyadur buku yang terkait
lingkup kediklatan dan/atau pengembangan
spesialisasinya.
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2) menerjemahkan/menyadur dari bahan lainnya
selain buku yang terkait lingkup kediklatan dan/
atau pengembangan spesialisasinya dalam bentuk
naskah.

c. Pembuatan peraturan/panduan dalam lingkup
kediklatan, dengan butir kegiatan membuat
peraturan/ panduan dalam lingkup kediklatan.

d. Pelaksanaan orasi ilmiah, dengan butir kegiatan
melaksanakan orasi ilmiah sesuai spesialisasinya.

B. Unsur Penunjang

Unsur penunjang, dengan sub unsur penunjang tugas
Widyaiswara, terdiri dari kegiatan:

1.

Peran serta dalam seminar/lokakarya dalam rangka
pengembangan wawasan kompetensi Widyaiswara,
dengan butir kegiatan mengikuti seminar/lokakarya.

Keanggotaan dalam organisasi profesi, dengan butir
kegiatan mengikuti keanggotaan organisasi profesi.

Keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Fungsional
Widyaiswara, dengan butir kegiatan menjadi anggota
dalam Tim Penilai Jabatan Fungsional Widyaiswara.

Pembimbingan kepada Widyaiswara jenjang dibawahnya,
dengan butir kegiatan membimbing kepada Widyaiswara
jenjang dibawahnya.

Perolehan gelar kesarjanaan vyang tidak sesuai
spesialisasinya, dengan butir kegiatan memperoleh gelar
kesarjanaan yang tidak sesuai spesialisasinya dan/atau
lebih dari satu kali pada jenjang pendidikan yang sama,
pada program:
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a. Doktor (S-3);
b. Pasca Sarjana (S-2);
c. Sarjana (S-1).

6. Perolehan piagam kehormatan/tanda jasa, dengan butir
kegiatan:

a. memperoleh penghargaan Satya Lencana Karya Satya.
b. memperoleh penghargaan lainnya dari pemerintah.

c¢. memperoleh gelar kehormatan akademis.

Teknik penghitungan angka kredit dari masing-masing unsur dan
sub unsur di atas, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran
| Peraturan MENPAN Nomor 14 Tahun 2009, yang dijelaskan lebih
lanjut dalam Bab IV tentang Rincian Kegiatan dan Persyaratan
serta dalam Bab V tentang Angka Kredit dan Contoh Penghitungan
pada Petunjuk Teknis ini.
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BAB IV
RINCIAN KEGIATAN DAN PERSYARATAN

Berikut rincian kegiatan Widyaiswara dengan persyaratan
masing-masing kegiatan yang penyajiannya disesuaikan
dengan penomoran sebagaimana Lampiran Peraturan
MENPAN Nomor 14 Tahun 2009.

A. Sub Unsur Pendidikan

1. Pendidikan sekolah yang terakreditasi dan
memperoleh ijazah/gelar kesarjanaan (Kode BK 1 s.d
Kode BK 3)

Pendidikan  sekolah  yang terakreditasi dan
memperoleh gelar/ijazah dimaksudkan sebagai
pendidikan formal yang diikuti Widyaiswara pada
lembaga pendidikan terakreditasi dengan program
jenjang Sarjana (S-1), Pasca Sarjana (S-2), dan Doktor
(S-3) baik di dalam maupun di luar negeri yang relevan
dengan spesialisasinya.

a. Kriteria Penilaian:

1) Kelengkapan Dokumen:

a) Surat Tugas/izin belajar dari pejabat yang
berwenang.

b) Surat Pernyataan Telah Menyelesaikan
Pendidikan Sekolah dan Memperoleh
ljazah/Gelar dengan melampirkan :
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2)

3)

4)

5)

6)

(1) Bagi lulusan dalam negeri: Fotocopy
ijjazah dan transkrip nilai yang
disahkan/dilegalisir oleh Pimpinan
Perguruan  Tinggi Negeri  atau
Pemimpin Perguruan Tinggi Swasta
yang terakreditasi oleh Badan
Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
(BAN-PT), Kementerian Pendidikan
Nasional.

(2) Bagi lulusan luar negeri: Fotocopy
ijjazah dan transkrip nilai yang
disahkan/dilegalisir oleh Direktorat
Jenderal Pendidikan Tinggi,
Kementerian Pendidikan Nasional.

Batas waktu kelulusan yang dapat dinilai
paling lama 1 (satu) tahun setelah ijazah
dikeluarkan.

Relevansi pendidikan dengan spesialisasi ajar
yang diampu.

Belum pernah memiliki gelar pendidikan
sekolah dengan jenjang yang sama.

Widyaiswara yang meneruskan pendidikan
formalnya ke jenjang yang lebih tinggi maka
besarnya angka kredit yang diperoleh adalah
selisih besaran angka kredit ijazah terbaru
dikurangi besaran angka kredit ijazah
sebelumnya yang telah diperhitungkan angka
kreditnya.

Widyaiswara yang mendapatkan ijazah
pendidikan sekolah dalam jenjang yang sama
dan seterusnya, maka angka kredit untuk
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ijjazahnya dan seterusnya dikategorikan

sebagai penunjang.

b. Satuan hasil: ijazah.

2. Mengikuti Diklat dan memperoleh Surat Tanda
Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)/Sertifikat
(Kode BK 4)

Mengikuti Diklat merupakan kegiatan dalam rangka
menunjang pengembangan kompetensi Widyaiswara.

a. Kriteria Penilaian :

1)

2)
3)

4)

5)

Kelengkapan dokumen :

a) Surat Tugas Melaksanakan Kegiatan
(STMK) Widyaiswara;

b) Surat Pernyataan Melaksanakan Kegiatan
(SPMK) Diklat dengan melampirkan
Fotocopy STTPP/ sertifikat Diklat yang
dilegalisir pimpinan lembaga Diklat
Widyaiswara yang bersangkutan.

Lamanya program Diklat yang diikuti.

Relevansi Diklat  dengan kompetensi
Widyaiswara.

Diklat yang dapat dinilai paling sedikit
mempunyai jangka waktu 30 (tiga puluh) JP.

Rumus penghitungan Angka Kredit :

Besarnya angka kredit disesuaikan dengan
lamanya program Diklat yang diikuti. Total JP
Diklat dibagi 30 JP dikalikan AK (pembulatan
2 angka di belakang koma), dengan rumus:
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Jumlah JP Diklat

X1 = AK Mengikuti Diklat
30JP

b. Satuan Hasil: STTPP/Sertifikat Diklat.

B. Sub Unsur Pengembangan dan Pelaksanaan Diklat

Kegiatan yang termasuk pada Sub Unsur Pengembangan
dan Pelaksanaan Diklat, meliputi:

1.
2.
3.

Penganalisisan kebutuhan Diklat
Penyusunan kurikulum Diklat

Penyusunan bahan Diklat sesuai spesialisasinya yang
terdiri dari:

a. bahan ajar (Materi Pelengkap Modul / MPM)
b. GBPP/RBPMD dan SAP/RP

c. bahan tayang

d. modul

e. soal ujian

Pelaksanaan tatap muka di depan kelas Diklat sesuai
spesialisasinya.

Pemeriksaan  jawaban ujian Diklat sesuai
spesialisasinya.

Pembimbingan peserta Diklat pada Diklat Struktural
sesuai spesialisasinya.

Pengelolaan program Diklat di instansinya.
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8. Pengevaluasian program Diklat sesuai spesialisasinya.

Penilaian pada kegiatan Sub Unsur Pengembangan dan
Pelaksanaan Diklat harus memperhatikan:

a.

Pada butir kegiatan 1 (penganalisisan kebutuhan
Diklat), ditetapkan bagi Widyaiswara Muda sampai
dengan Widyaiswara Utama vyang penilaiannya
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran | Peraturan
MENPAN Nomor 14 Tahun 2009.

Pada butir kegiatan 2 (penyusunan kurikulum Diklat),
ditetapkan bagi semua jenjang Widyaiswara yang
penilaiannya sebagaimana dimaksud dalam Lampiran
| Peraturan MENPAN Nomor 14 Tahun 2009.

Kegiatan Tatap Muka harus disertai dengan bahan ajar
(MPM), GBPP/RBPMD dan SAP/RP, serta bahan
tayang.

Penjelasan untuk setiap Sub Unsur Pengembangan dan
Pelaksanaan Diklat, adalah sebagai berikut:

1. Penganalisisan Kebutuhan Diklat (Kode BK 5 & Kode

BK 6)

Analisis Kebutuhan Diklat (AKD) adalah kegiatan
mengidentifikasi jenis-jenis Diklat yang dibutuhkan
untuk mengatasi kesenjangan kinerja dalam suatu
organisasi.

a. Kriteria Penilaian :
Kelengkapan Dokumen yang meliputi :

1) Surat Keputusan (SK) Tim penyusun AKD;
2) SPMK pengembangan dan pelaksanaan Diklat;
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3) Laporan AKD yang sesuai dengan kaidah umum
penyusunan AKD.

b. Satuan Hasil: Laporan AKD.

2. Penyusunan Kurikulum Diklat (Kode BK 7 s.d Kode BK
30)

Kurikulum Diklat adalah seperangkat rencana dan
pengaturan diklat yang berisi tujuan, sasaran,
deskripsi diklat, daftar mata diklat, bahan referensi
diklat, silabi masing-masing mata diklat, serta metode
diklat  yang digunakan sebagai pedoman
penyelenggaraan kegiatan pembelajaran.

a. Kriteria Penilaian :
Kelengkapan Dokumen yang meliputi :

1) Surat Keputusan (SK) Tim;

2) SPMK pengembangan dan pelaksanaan diklat;

3) Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan
Kurikulum yang dilampiri dengan kurikulum
diklat;

4) Kurikulum Diklat yang sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

b. Satuan Hasil: Laporan dan Kurikulum per program
Diklat.

3. Penyusunan Bahan Diklat sesuai spesialisasinya
(Kode BK 31 s.d Kode BK 90)

Bahan Diklat adalah bahan-bahan yang diperlukan
untuk menunjang kelancaran pembelajaran Diklat
yang terdiri dari:
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a. Bahan Ajar (MPM)

b. GBPP/RBPMD dan SAP/RP
c. BahanTayang

d. Modul

e. Soal Ujian

STMK maupun SPMK untuk kegiatan Penyusunan
Bahan Diklat a,b,c dan e dimaksud harus menjadi satu
bagian dalam STMK dan SPMK Tatap Mukanya.

Penjelasan butir kegiatan penyusunan bahan Diklat
adalah sebagai berikut:

a. Menyusun Bahan Ajar (MPM) Sesuai
Spesialisasinya (Kode BK 31 s.d Kode BK 42)

Bahan ajar adalah materi pelengkap modul (MPM)
bahan yang dibagikan kepada peserta sebagai
tambahan wawasan peserta.

1) Kriteria Penilaian :
a) Kelengkapan Dokumen yang meliputi :
(1) STMK Widyaiswara;
(2) SPMK pengembangan dan
pelaksanaan diklat;
(3) Bahan ajar (MPM).

b) Kesesuaian substansi dengan spesialisasi
yang dimiliki Widyaiswara.

c) Bahan ajar (MPM) yang disusun sesuai
dengan modul maupun kurikulum yang
berlaku/digunakan.
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d) Teknik penulisan: naskah bahan ajar
(MPM) dibuat pada kertas yang umum
digunakan, dengan jumlah kata paling
sedikit 1.250 (seribu dua ratus lima puluh)
kata.

e) Bahan ajar (MPM) yang digunakan dalam
Team Teaching, angka kreditnya dibagi
sejumlah Widyaiswara yang melaksanakan
kegiatan tersebut.

2) Satuan Hasil : Bahan Ajar (MPM).

Menyusun GBPP/RBPMD dan SAP/RP (Kode BK
43 s.d Kode BK 54)

Garis-garis Besar Program Pembelajaran (GBPP)
atau istilah lainnya Rancang Bangun Pembelajaran

Mata Diklat (RBPMD) adalah pokok-pokok
pembelajaran dari suatu mata Diklat yang disusun
secara sistematik dan mencakup deskripsi singkat,
tujuan pembelajaran, materi pokok, metode dan
media, serta sumber bahan.

Satuan Acara Pembelajaran (SAP) atau istilah
lainnya Rencana Pembelajaran (RP) adalah rincian
satu set pembelajaran untuk lingkup satu atau
beberapa kali pertemuan yang disusun secara
sistematik dan mencakup deskripsi singkat, tujuan
pembelajaran, materi pokok, metode dan media,
sumber bahan, serta tahapan kegiatan
pembelajaran.

1) Kriteria Penilaian :

a) Kelengkapan Dokumen yang meliputi:
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(1) STMK Widyaiswara;

(2) SPMK pengembangan dan
pelaksanaan Diklat;

(3) GBPP/RBPMD dan SAP/RP.

b) GBPP/RBPMD dan SAP/RP merupakan
satu kesatuan.

c) GBPP/RBPMD dan SAP/PP yang digunakan
dalam Team Teaching, angka kreditnya
dibagi sejumlah  Widyaiswara yang
melaksanakan kegiatan tersebut.

2) Satuan Hasil: GBPP/RBPMD dan SAP/RP.

Menyusun Bahan Tayang Sesuai Spesialisasinya
(Kode BK 55 s.d Kode BK 66)

Bahan Tayang adalah media pembelajaran yang
digunakan untuk membantu proses penyampaian
materi Diklat.

Bahan tayang dapat berbentuk slide dan realia
(media pembelajaran berbentuk obyek nyata).

1) Kriteria Penilaian :
a) Kelengkapan Dokumen yang meliputi :

(1) STMK Widyaiswara;

(2) SPMK pengembangan dan
pelaksanaan diklat;

(3) Set print out bahan tayang.

b) Bahan Tayang dalam bentuk slide paling
sedikit terdiri dari 4 (empat) slide dan
dapat dikombinasikan dengan realia.
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c) Bukti fisik bahan tayang yang diajukan
dalam bentuk print out, dengan
ketentuan dalam satu halaman paling
banyak terdiri dari 4 (empat) slide.

d) Bahan tayang dalam bentuk realia bukti
fisiknya dapat menggunakan foto dengan
dengan keterangan kegunaan.

e) Bahan Tayang yang digunakan dalam
Team Teaching, angka kreditnya dibagi
sejumlah Widyaiswara yang
melaksanakan kegiatan tersebut.

2) Satuan Hasil: Set Bahan Tayang.

Menyusun Modul Diklat Sesuai Spesialisasinya
(Kode BK 67 s.d Kode BK 78)

Modul Diklat adalah unit terkecil dari sebuah
mata diklat, yang dapat berdiri sendiri dan
dipergunakan secara mandiri dalam proses
pembelajaran.

1) Kriteria Penilaian :
a) Kelengkapan Dokumen yang meliputi :

(1) SK Tim Pembuatan Modul Diklat (satu
program Diklat);

(2) SPMK pengembangan dan
pelaksanaan Diklat;

(3) Berita Acara Pembahasan modul yang
ditandatangani oleh Pimpinan
Lembaga Diklat;

44



b)

c)

d)

f)

g)

(4) Modul Diklat (cetak bukan print out
atau  fotocopy) dengan Kata
Pengantar dari Pimpinan Lembaga
Diklat yang bersangkutan;

(5) Kurikulum Diklat yang menjadi dasar
penyusunan Modul Diklat.

Keaslian Modul.

Modul merupakan bagian dari sebuah
program Diklat yang diterbitkan oleh
instansi yang berwenang membina
diklatnya.

Modul belum pernah dibuat oleh
instansi yang berwenang membina
Diklatnya.

Modul disusun paling banyak oleh 2
(dua) orang.

Format dan Isi Modul disusun
sebagaimana diatur dalam Peraturan
Kepala LAN Nomor 5 Tahun 2009
tentang Pedoman Penyusunan Modul
Diklat.

Modul harus sudah pernah digunakan
dalam Diklat, dibuktikan dengan Surat
Keterangan dari pimpinan lembaga
Diklat.

2) Satuan Hasil: Modul Diklat.
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e. Menyusun Soal Ujian Diklat Sesuai
Spesialisasinya (Kode BK 79 s.d Kode BK 90)

Soal ujian Diklat adalah suatu instrumen untuk
mengukur kompetensi peserta Diklat selama
mengikuti kegiatan Diklat.

1) Kriteria Penilaian :
a) Kelengkapan dokumen yang meliputi :
(1) STMK Widyaiswara;
(2)SPMK pengembangan dan pelaksanaan
Diklat;
(3)Soal ujian Diklat.

b) Soal Ujian Diklat yang digunakan dalam
Team Teaching, angka kreditnya dibagi
sejumlah Widyaiswara yang melaksanakan
kegiatan tersebut.

2) Satuan Hasil: Soal Ujian Diklat.

4. Pelaksanaan Tatap Muka di Depan Kelas Diklat
sesuai spesialisasinya (Kode BK 91 s.d Kode BK 102)

Tatap muka adalah kegiatan mendidik, mengajar
dan/atau melatih peserta Diklat di dalam maupun di
luar ruangan/tempat dilaksanakannya suatu Diklat.

a. Kriteria Penilaian :
1) Kelengkapan dokumen yang meliputi :
a) STMK Widyaiswara;
b) SPMK pengembangan dan pelaksanaan
Diklat.
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2) Bagi kegiatan yang sifatnya Team Teaching
maka harus melampirkan juga: Kurikulum
Diklat (kompetensi dasar, dan indikator
keberhasilan untuk tiap mata diklatnya)
dan/atau modul Diklat yang menyebutkan
ketentuan bahwa kegiatan tatap muka harus
dilaksanakan secara Team Teaching dengan
menjelaskan alasannya.

b. Satuan Hasil: Jam Pelajaran (JP).

Pemeriksaan jawaban ujian Diklat sesuai
spesialisasinya (Kode BK 103 s.d Kode BK 114)

Memeriksa jawaban ujian Diklat adalah kegiatan
memberikan penilaian terhadap jawaban ujian mata
Diklat.

a. Kriteria Penilaian :
1) Kelengkapan dokumen yang meliputi :

a) STMK;
b) SPMK pengembangan dan pelaksanaan
Diklat;

c) Laporan hasil pelaksanaan memeriksa
jawaban ujian Diklat.

2) Laporan mencakup Laporan pelaksanaan
pemeriksaan jawaban ujian Diklat, materi
ujian dan daftar nilai dari hasil jawaban
peserta ujian.

3) Laporan disusun per kelas pada satu program
Diklat.

b. Memeriksa jawaban ujian Diklat yang digunakan
dalam Team Teaching, angka kreditnya dibagi
sejumlah  Widyaiswara yang melaksanakan
kegiatan tersebut.

c. Satuan Hasil: Laporan.
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6. Pembimbingan peserta Diklat pada Diklat Struktural
sesuai spesialisasinya (Kode BK 115 s.d Kode BK 126)

Pemberian bimbingan peserta Diklat pada Diklat
Struktural sesuai spesialisasinya adalah suatu kegiatan
yang bersifat memberi arahan dan motivasi kepada
peserta Diklat struktural atas pelaksanaan tugas-tugas
selama mengikuti Diklat Struktural.

Pembimbingan Peserta Diklat Struktural terdiri dari
butir-butir kegiatan:

a.

Membimbing peserta Diklat dalam penulisan KK
pada Diklat Struktural sesuai spesialisasinya
(Kode BK 115 s.d Kode BK 118)

Melakukan kegiatan membimbing peserta Diklat
dalam penulisan Kertas Kerja (KK) pada Diklat
Struktural adalah kegiatan memberikan arahan
kepada peserta Diklat dalam proses penulisan
kertas kerja agar hasilnya sesuai dengan standar
yang telah ditentukan.

1) Kriteria Penilaian :
a) Kelengkapan dokumen yang meliputi :

(1) STMK Widyaiswara;

(2) SPMK pengembangan dan
pelaksanaan Diklat dengan
melampirkan :

(a) Fotocopy halaman judul Kertas
Kerja dan halaman Kata
Pengantar;

(b) Daftar Nilai dari hasil Kertas Kerja.

b) Kertas kerja perorangan yang dinilai
paling banyak 10 (sepuluh) kertas kerja
per angkatan.

2) Satuan Hasil: Laporan.
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b. Membimbing peserta Diklat dalam PKL/OL Pada
Diklat Struktural sesuai spesialisasinya (Kode BK
119 s.d Kode BK 122)

Membimbing peserta Diklat dalam Praktik Kerja
Lapangan (PKL) atau Observasi Lapangan (OL)
merupakan kegiatan pendampingan pada peserta
Diklat dalam melaksanakan kegiatan PKL/OL pada
Diklat Struktural.

1) Kriteria Penilaian :

a)

b)

Kelengkapan dokumen yang meliputi :

(1) STMK Widyaiswara;

(2) SPMK pengembangan dan
pelaksanaan diklat;

(3) Laporan hasil pembimbingan PKL/OL
yang mencakup antara lain deskripsi
materi bimbingan, peserta PKL/OL
dan lokasi PKL/OL serta pelaksanaan
PKL /OL.

Lama pelaksanaan PKL/OL adalah paling
sedikit 3 (tiga) hari yang dilaksanakan
secara terus menerus.

Rumus Penghitungan Angka Kredit :
Perolehan angka kredit diberikan
berdasarkan lamanya jumlah  hari
pelaksanaan PKL/OL dibagi 3 (tiga) hari
dikalikan besarnya angka kredit sesuai
dengan jenjang Diklat yang dibimbing,
dengan rumus:

Jumlah Hari
x AK = AK PKL/OL
3

2) Satuan Hasil: Laporan.
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c. Menjadi moderator/  narasumber pada
seminar/lokakarya/ diskusi dalam kelas pada
Diklat Struktural sesuai spesialisasinya (Kode BK
123 s.d Kode BK 126)

Moderator  seminar/lokakarya/diskusi  dalam
pengembangan dan pelaksanaan Diklat adalah
Widyaiswara yang bertugas memandu jalannya
seminar/lokakarya/diskusi kediklatan sehingga
tujuan kegiatan tersebut dapat tercapai secara
efektif.

Narasumber seminar/lokakarya/diskusi dalam
pengembangan dan pelaksanaan Diklat adalah
Widyaiswara yang  bertugas  memberikan
tanggapan, koreksi, informasi, saran-saran, dan
memberikan penilaian terhadap prestasi, sikap,
dan perilaku peserta selama kegiatan seminar/
lokakarya/diskusi kediklatan berlangsung.

1) Kriteria Penilaian :

Kelengkapan dokumen yang meliputi :

a) STMK Widyaiswara;

b) SPMK pengembangan dan pelaksanaan;

c) Laporan pelaksanaan vyang Dberisi
deskripsi singkat pelaksanaan seminar/
lokakarya/diskusi dan dilampiri materi
seminar/lokakarya/diskusi.

2) Satuan Hasil: Laporan.

7. Pengelolaan Program Diklat di instansinya (Kode BK
127 dan Kode BK 128)
a. Sebagai Penanggung Jawab Pengelola Program di
instansinya (Kode BK 127)
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Penanggung jawab pengelola program Diklat
adalah seseorang yang bertanggung jawab secara
penuh atas terlaksananya suatu program diklat,
agar tujuan dan sasaran Diklat yang telah
ditetapkan dapat tercapai.

1) Kriteria Penilaian:
a) Kelengkapan dokumen yang meliputi:

(1) SKTim;

(2) SPMK pengembangan dan
pelaksanaan Diklat;

(3) Laporan hasil pelaksanaan Diklat per
program Diklat Kata Pengantar dari
Penanggung Jawab Pengelola Diklat.

b) Laporan harus mencakup: deskripsi diklat,
jadual pelaksanaan, tenaga kediklatan
(penyelenggara dan Widyaiswara),
peserta Diklat, monitoring dan evaluasi
terhadap Diklat, simpulan dan saran.

c) Rumus Penghitungan Angka Kredit:
Perolehan angka kredit diberikan sesuai
jumlah JP dalam 1 Diklat dibagi 30 JP
dikali AK, dengan rumus:

Jumlah JP
x AK = AK Penanggung Jawab
30
2) Satuan Hasil: Laporan Penyelenggaraan per
program Diklat.

Sebagai Anggota Pengelola Program di
instansinya (Kode BK 128)

Anggota pengelola Program Diklat adalah
seseorang yang membantu  penanggung
jawab/koordinator  program  Diklat  dalam
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melaksanakan Diklat agar sesuai dengan tujuan
dan sasaran Diklat.

1) Kriteria Penilaian :
a) Kelengkapan dokumen yang meliputi :

(1) SKTim;

(2) SPMK pengembangan dan
pelaksanaan Diklat;

(3) Laporan hasil pelaksanaan Diklat per
program Diklat  dengan Kata
Pengantar dari Penanggung Jawab
Pengelola Diklat.

b) Laporan harus mencakup: deskripsi diklat,
jadual pelaksanaan, tenaga kediklatan
(penyelenggara dan Widyaiswara),
peserta Diklat, monitoring dan evaluasi
terhadap Diklat, kesimpulan dan saran.

c) Rumus Penghitungan Angka Kredit:
Perolehan angka kredit diberikan sesuai
jumlah JP dalam 1 Diklat dibagi 30 JP
dikali AK, dengan rumus:

Jumlah JP
x AK = AK Anggota
30

2) Satuan Hasil: Laporan Penyelenggaraan per
program Diklat.

8. Pengevaluasian Program Diklat (Kode BK 129 s.d
Kode BK 140)

Evaluasi program Diklat adalah kegiatan memberikan
penilaian terhadap pelaksanaan suatu pogram Diklat
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guna mendapatkan umpan balik dalam rangka
penyempurnaan program Diklat.

a. Kriteria Penilaian :
1) Kelengkapan dokumen yang meliputi :
a) SKTim;
b) SPMK pengembangan dan pelaksanaan
Diklat.

2) Laporan pengevaluasian program Diklat yang
meliputi input, proses, dan output suatu
program diklat, permasalahan, alternatif
pemecahan, kesimpulan dan saran.

b. Satuan Hasil: Laporan.

C. Sub Unsur Pengembangan Profesi

1. Pembuatan Karya Tulis llmiah (KTI) yang terkait
lingkup  kediklatan dan/atau  pengembangan
spesialisasinya (Kode BK 141 s.d Kode BK 161)

Karya Tulis llmiah (KTI) Widyaiswara adalah karya
ilmiah yang secara substantif terkait dengan bidang
kediklatan, terutama untuk pengembangan
spesialisasinya.

KTl dapat dinilai dengan mempertimbangkan unsur-
unsur pembuatan KTI sebagai berikut :

a. Pembuatan KTl harus memenuhi kaidah-kaidah
sebagai berikut:

1) Menganut prinsip Asli, Perlu, Ilmiah, dan
Konsisten (APIK);

2) Tata cara penulisan sesuai aturan, Ejaan Yang
Disempurnakan (EYD);
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3) Sistematika penulisan buku dan non-buku
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Penilaian Angka Kredit untuk KTI hanya diberikan
pada terbitan pertama, dan diajukan selambat-
lambatnya satu tahun setelah diterbitkan.

c. KTl dapat dibuat secara perorangan maupun tim
yang terdiri dari 2 (dua) orang, kecuali KTl untuk
orasi ilmiah harus dibuat secara perorangan.

d. KTl dalam bentuk buku selain memiliki ISBN,
memiliki ukuran paling kecil B5 dengan jumlah
halaman paling sedikit 50 halaman, dan dijual
untuk umum di toko buku berbadan hukum.

e. KTI dalam bentuk buku dapat diajukan paling
banyak 1 (satu) buah dalam satu tahun.

f. KTl dalam bentuk non buku dan naskah dapat
diajukan paling banyak 12 (dua belas) buah dalam
satu tahun.

g. Setiap kegiatan yang termasuk dalam sub unsur
Pengembangan Profesi, harus disertai dokumen
SPMK Pengembangan Profesi terkait dari
Pimpinan instansi Widyaiswara yang
bersangkutan.

h. Semua Bukti fisik KTl harus diserahkan dalam
keadaan asli, baik bukti fisik surat-surat maupun
produk akhir KTI.

Hasil akhir dari pembuatan karya tulis ilmiah (KTI)

dapat berbentuk buku, non buku, dan naskah sebagai
berikut:

54



a.

Buku dengan International Standard Book
Numbers (ISBN), diterbitkan, dan diedarkan
secara nasional/internasional (Kode BK 141 dan
Kode BK 142)

1) Penulis

adalah orang yang memprakarsai

penulisan, pemilik ide tentang topik,
pengumpul, pengolah dan penganalisis data,
serta bertanggung jawab terhadap isi materi

tulisan.

a) Kriteria Penilaian:

(1)

(2)

(3)

(4)
(5)

(6)
(7)
(8)

9)

Kelengkapan dokumen yang
dipersyaratkan;

Kesesuaian substansi buku dengan
lingkup kediklatan dan/atau
pengembangan spesialisasi
Widyaiswara penulis;

Buku dapat dibuat secara perorangan
maupun tim yang terdiri dari 2 (dua)
orang.

Buku yang ditulis sesuai dengan unsur-
unsur pembuatan KTI;

Surat Pernyataan telah dilakukan
bedah buku dari Pimpinan Lembaga
Diklat Widyaiswara yang bersangkutan;
Bukti pengeluaran ISBN dari
Perpustakaan Nasional;

Diterbitkan oleh penerbit berbadan
hukum;

Buku dicetak paling sedikit 1.000
(seribu) eksemplar yang dibuktikan
dengan surat keterangan dari penerbit;
Keaslian bukti fisik;

55



(10) Apabila berbentuk buku elektronik
(electronic book/e-book), selain
memenuhi persyaratan sebagaimana
tersebut di atas, harus memenuhi

persyaratan :
(a) Dapat dibaca dengan perangkat
lunak (software) dan/atau

perangkat keras/hardware yang
umum dipergunakan;

(b) Dapat diunduh di toko buku online
(cantumkan alamat website);

(c) Tersusun  dalam  bagian-bagian
sebagaimana layaknya susunan bab
dan sub bab dalam sebuah buku.

(11) Buku yang dibuat oleh 2 (dua) orang
penulis, maka Angka Kredit yang

dialokasikan untuk kegiatan ini dibagi 2

(dua).

b) Satuan Hasil: Buku/buku elektronik.

2) Editor adalah seseorang yang membantu
penulis buku dalam penyuntingan naskah
buku dari aspek substansi.

a) Kriteria Penilaian:

(1) Memenuhi semua kriteria penilaian
yang berlaku untuk penilaian sebagai
penulis;

(2) Kesesuaian substansi dengan lingkup
kediklatan dan/atau pengembangan
spesialisasi editor;

(3) Nama Widyaiswara tercantum sebagai
Editor dalam buku;
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(4) Laporan hasil Editing vyang berisi
koreksi substansi yang ditandatangani
oleh Pimpinan Penerbit;

(5) Dapat dinilai setelah buku diterbitkan.

b) Satuan Hasil: Buku/buku Elektronik.

b. Non Buku (Kode BK 143 s.d Kode BK 152)

Media KTl non buku harus memiliki International
Standard of Serial Numbers (ISSN).

KTI Non Buku adalah KTI yang berbentuk artikel
atau makalah, yang dimuat dalam :

1) Jurnal limiah (Kode BK 143 s.d Kode BK 145)

Jurnal ilmiah adalah majalah yang memuat
perkembangan ilmu tertentu yang terbit
secara berkala, dan diterbitkan oleh suatu
lembaga/organisasi ilmiah/profesi berbadan
hukum.

Jurnal ilmiah terbagi dalam 3 (tiga) kategori
sebagai berikut :

a) Jurnal limiah Internasional (Kode BK 143)

Jurnal llmiah Internasional adalah Jurnal
[Imiah yang sudah mendapat pengakuan
para ilmuwan pada bidang tertentu di
tingkat Internasional.

(1) Kriteria Penilaian :

(a) Kesesuaian dengan unsur-unsur
KTI dan dokumen yang
dipersyaratkan;

(b) Keaslian bukti fisik Jurnal;
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b)

(c) Dalam hal jurnal ilmiah online,
disertakan fotocopy artikel dan
alamat website.

(2) Satuan hasil : Artikel.

Jurnal Illmiah Nasional terakreditasi
(Kode BK 144)

Jurnal limiah Nasional terakreditasi adalah
jurnal ilmiah yang sudah mendapat
pengakuan para ilmuwan pada bidang
tertentu di tingkat Nasional, dan telah
terakreditasi  oleh Lembaga lImu
Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan/atau
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
(DIKTI).

(1) Kriteria Penilaian :
(a) Kelengkapan dokumen yang
dipersyaratkan
(b) Keaslian bukti fisik Jurnal
(c) Dalam haljurnal ilmiah online,
disertakan fotocopy artikel dan
alamat website.

(2) Satuan hasil : Artikel.

Jurnal limiah Instansi (Kode BK 145)

Jurnal llmiah Instansi adalah Jurnal yang
diterbitkan oleh instansi sebagai wahana
publikasi berbagai pemikiran atau hasil
penelitian dari para ilmuwan.

(1) Kriteria Penilaian :
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(a) Kelengkapan dokumen vyang
dipersyaratkan;

(b) Keaslian bukti fisik Jurnal;

(c) Dalam hal jurnal ilmiah online,
disertakan fotocopy artikel dan
alamat website.

(2) Satuan hasil : Artikel.

2) Majalah limiah (Kode BK 146 dan Kode BK
147)

Majalah ilmiah adalah terbitan berkala yang
berisi berita-berita, opini-opini dan laporan-
laporan tentang ilmu pengetahuan vyang
diperuntukkan bagi pembaca awam, dan
diterbitkan oleh suatu lembaga/organisasi
ilmiah/profesi yang berbadan hukum.

Majalah ilmiah terbagi menjadi 2 (dua)
kategori yaitu Majalah Ilimiah terakreditasi
dan tidak terakreditasi.

Majalah Ilmiah terakreditasi mengacu pada
peraturan Kepala LIPI  tentang Pedoman
Akreditasi Majalah limiah.

a) Majalah llmiah Terakreditasi (Kode BK
146)

(1) Kriteria Penilaian :
(a) Kelengkapan dokumen vyang
dipersyaratkan;
(b) Keaslian bukti fisik majalah;
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(c) Dalam hal majalah ilmiah online,
disertakan fotocopy artikel dan
alamat website.

(2) Satuan hasil : Artikel.

b) Majalah limiah tidak terakreditasi (Kode
BK 147)

(1) Kriteria Penilaian :
(a) Kelengkapan dokumen vyang
dipersyaratkan;
(b) Keaslian bukti fisik majalah;
(c) Dalam hal majalah ilmiah online,
disertakan fotocopy artikel dan
alamat website.

(2) Satuan hasil : Artikel.

3) Buku Proceeding (Kode BK 148 dan Kode BK
149)

Buku Proceeding adalah kumpulan makalah
yang dipresentasikan  dalam  seminar/
konferensi, dan diterbitkan oleh panitia
penyelenggara seminar/konferensi baik di
dalam maupun di luar negeri.

Proceeding terbagi menjadi 2 (dua) kategori
yaitu :

a) Buku Proceeding dalam seminar/
konferensi tingkat Internasional (Kode
BK 148)
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b)

Buku Proceeding yang diterbitkan dari
Seminar/konferensi yang bertaraf
internasional.

(1) Kriteria Penilaian :

(a) Kelengkapan dokumen yang
dipersyaratkan;

(b) Fotocopy Buku  Proceeding
(apabila dalam format digital
harus diserahkan copy
digitalnya) yang memuat artikel
Widyaiswara tersebut;

(c) Keaslian bukti fisik

(2) Satuan hasil : Makalah.

Buku Proceeding dalam seminar/
konferensi tingkat Nasional (Kode BK
149)

Buku Proceeding yang diterbitkan dari
Seminar/konferensi yang bertaraf
Nasional.

(1) Kriteria Penilaian:

(a) Kelengkapan dokumen yang
dipersyaratkan;

(b) Fotocopy Buku Proceeding yang
memuat artikel Widyaiswara
(apabila dalam format digital
harus diserahkan copy
digitalnya);

(c) Keaslian bukti fisik.

(2) Satuan hasil : Makalah.
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4) Surat Kabar (Kode BK 150 dan Kode BK 151)

Surat kabar adalah penerbitan berita-berita
terkini dalam berbagai topik yang terbit setiap
hari.

Surat Kabar terbagi menjadi 2 (dua) kategori
sebagai berikut :

a)

b)

Surat Kabar Nasional (Kode BK 150)

Surat Kabar Nasional memiliki penyebaran
berskala nasional, yang penetapannya
ditentukan melalui SK Menteri KOMINFO.

(1) Kriteria Penilaian :
(a) Kelengkapan dokumen vyang
dipersyaratkan;
(b) Lembar halaman Surat Kabar
yang memuat artikel KTI.
(2) Satuan hasil : Artikel.

Surat Kabar Lokal (Kode BK 151)

Surat Kabar Lokal adalah surat kabar yang
penyebarannya berskala secara lokal
(minimal tingkat provinsi) ditentukan
melalui SK Gubernur.

(1) Kriteria Penilaian :
(a) Kelengkapan dokumen vyang
dipersyaratkan;
(b) Lembar halaman Surat Kabar
yang memuat artikel KTI.

(2) Satuan hasil : Artikel.
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5) Website (Kode BK 152)

a) Kriteria Penilaian :

(1) Kelengkapan Dokumen yang
dipersyaratkan;

(2) Fotocopy artikel/makalah dan alamat
website;

(3) Website resmi berbadan hukum dari
lembaga/organisasi ilmiah dan/atau
media massa.

b) Satuan hasil : Artikel/makalah.

Naskah (Kode BK 153 s.d Kode BK 155)

Naskah KTI adalah tulisan ilmiah yang tidak
diterbitkan, terbagi dalam 3 (tiga) kategori
sebagai berikut :

1) Disajikan dalam pertemuan ilmiah (Kode BK
153)
Naskah KTl vyang disampaikan dalam
pertemuan ilmiah  (lokakarya/bimbingan
teknis/ sarasehan/simposium), terkait dengan
spesialisasi ajar Widyaiswara.

a) Kriteria Penilaian :
(1) Kelengkapan Dokumen yang
dipersyaratkan;
(2) Artikel/makalah.

b) Satuan Hasil : Naskah.
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2)

3)

Didokumentasikan di perpustakaan instansi/
lembaga (Kode BK 154)

Naskah KTl yang didokumentasikan di
perpustakaan instansi/lembaga adalah tulisan
ilmiah  yang merupakan koleksi resmi
perpustakaan instansi/lembaga.

(1) Kriteria Penilaian :

(a) Kelengkapan Dokumen yang
dipersyaratkan;

(b) Berita Acara Pembahasan Naskah KTI
yang ditandatangani oleh Pakar dan
disahkan oleh Pimpinan Lembaga
Diklat;

(c) Surat Pernyataan dari Pimpinan
Perpustakaan bahwa Naskah KTI
dimaksud merupakan koleksi
Perpustakaan instansi dan
menyebutkan nomor katalognya.

(2) Satuan Hasil: Naskah dengan nomor
katalog Perpustakaan instansi.

Diakui oleh instansi yang bersangkutan
(Kode BK 155)

Naskah KTI yang disusun untuk memberikan
solusi permasalahan terkait kediklatan di
instansi, yang sesuai spesialisasi ajar
Widyaiswara, dan mendapatkan persetujuan
dari pimpinan instansi.
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(1) Kriteria Penilaian :

(a) Kelengkapan Dokumen yang
dipersyaratkan;

(b) Berita Acara Pembahasan Naskah KTI
yang ditandatangani oleh Pakar dan
disahkan oleh Pimpinan Lembaga
Diklat.

(2) Satuan Hasil: Naskah.

2. Penerjemahan/ penyaduran buku dan bahan ilmiah
lainnya selain buku yang terkait lingkup kediklatan
dan/atau pengembangan spesialisasinya (Kode BK
156 s.d Kode BK 158)

Menerjemahkan adalah mengalihbahasakan suatu
buku atau tulisan yang berkaitan dengan bidang
kediklatan dari suatu bahasa sumber ke dalam
bahasa sasaran (target).

Menyadur adalah menyusun  kembali/
mengembangkan karya tulis dalam lingkup
kediklatan secara bebas tanpa merusak/ mengubah
pokok pikiran dari sebuah karya tulis.

Menerjemahkan/menyadur  memiliki ketentuan
umum sebagai berikut :

a. Kegiatan menerjemahkan/menyadur harus
memiliki ijin dari pemegang hak cipta buku
sumber.

b. Terjemahan atau saduran harus memenuhi unsur-
unsur dan kaidah-kaidah penerjemahan atau
penyaduran.

c. Sumber terjemahan dan saduran adalah buku atau
non buku.
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Rincian kegiatan menerjemahkan dan menyadur
sebagai berikut :

a.

Menerjemahkan atau menyadur buku yang
terkait lingkup kediklatan dan/atau
pengembangan spesialisasinya, dalam bentuk:

1) Buku (Kode BK 156)

a) Kriteria Penilaian:

(1) Kelengkapan Dokumen yang
dipersyaratkan;

(2) Surat ljin dari pemegang hak cipta
buku sumber;

(3) Fotocopy buku yang diterjemahkan/
disadur;

(4) Buku terjemahan/saduran dicetak
paling  sedikit 1.000 (seribu)
eksemplar yang dibuktikan dengan
Surat Keterangan dari penerbit;

(5) Bukti fisik hasil terjemahan/saduran.

b) Satuan Hasil: Buku.

2) Naskah (Kode BK 157)

a) Kriteria Penilaian:

(1) Kelengkapan Dokumen yang
dipersyaratkan;

(2) Surat ljin dari pemegang hak cipta
buku sumber;

(3) Fotocopy buku yang diterjemahkan/
disadur;

(4) Bukti fisik hasil terjemahan/saduran;
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b)

(5) Surat Pernyataan dari Pimpinan
Perpustakaan bahwa Naskah
terjemahan/saduran dimaksud
merupakan koleksi  Perpustakaan
instansi dan menyebutkan nomor
katalognya.

Satuan Hasil: Naskah.

b. Menerjemahkan/menyadur dari bahan lainnya

selain

buku yang terkait lingkup kediklatan

dan/atau pengembangan spesialisasinya dalam
bentuk naskah (Kode BK 158)

1) Kriteria Penilaian:

a)
b)
c)

d)
e)

Kelengkapan Dokumen yang
dipersyaratkan;

Surat ljin dari pemegang hak cipta materi
sumber;

Fotocopy materi asli yang diterjemahkan/
disadur;

Bukti fisik hasil terjemahan/saduran;

Surat Pernyataan dari Pimpinan
Perpustakaan bahwa terjemahan/saduran
dimaksud merupakan koleksi
Perpustakaan instansi dan menyebutkan
nomor ka-talognya.

2) Satuan Hasil: Naskah.
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3. Pembuatan peraturan/panduan dalam lingkup
kediklatan (Kode BK 159 dan Kode BK 160)

Peraturan dalam lingkup kediklatan adalah kaidah-
kaidah yang disusun sebagai acuan untuk mengatur
berbagai unsur kediklatan dalam bentuk produk
perundang-undangan.

Unsur kediklatan meliputi tenaga kediklatan, program
diklat, fasilitas diklat, peserta diklat dan substansi
diklat.

a. Produk perundang-undangan (Kode BK 159)

1) Kriteria Penilaian:

a) Kelengkapan Dokumen yang
dipersyaratkan;

b) SK Tim penyusunan peraturan
perundang-undangan dalam lingkup
kediklatan;

c) Bukti fisik berupa peraturan perundang-
undangan.

2) Satuan Hasil: Produk Perundang-undangan.

b. Panduan Kediklatan (Kode BK 160)

Panduan Kediklatan adalah pedoman pelaksanaan
suatu program diklat tertentu yang dijadikan
dasar penyelenggaraan Diklat.

1) Kriteria Penilaian:
a) Kelengkapan Dokumen yang
dipersyaratkan;
b) SK Tim penyusunan panduan dalam
lingkup kediklatan;
c) Bukti fisik berupa panduan asli, yang
disahkan oleh Pimpinan lembaga Diklat.
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d)

f)

g)

Format Panduan

Panduan Kediklatan terdiri dari aspek

akademis dan administratif sebagai

berikut:

(1) Tujuan dan sasaran diklat;

(2) Persyaratan peserta;

(3) Daftar mata diklat dan silabi yang
berisi deskripsi, tujuan
pembelajaran, kompetensi dasar,
indikator  keberhasilan, materi
pokok dan sub materi pokok,
metode pengajaran dan waktu
diklat;

(4) Keseluruhan rancang bangun
pembelajaran mata diklat/GBPP/
rencana pembelajaran/ SAP;

(5) Tenaga kediklatan;

(6) Metode, sarana dan prasarana;

(7) Waktu pelaksanaan dan jadwal;

(8) Evaluasi.

Kurikulum dan silabi terkait kediklatan
yang dimaksud, yang dikeluarkan oleh
instansi pembina (diklat prajabatan,
diklatpim, diklat teknis, dan diklat

fungsional).
Panduan yang pernah diajukan dapat
dinilai  kembali  apabila  terdapat

perubahan kurikulum dan silabi dari
instansi pembina (diklat prajabatan,
diklatpim, diklat teknis, dan diklat
fungsional).

Panduan kediklatan pada jenis atau
program diklat yang sama per tahun,
hanya dapat dinilai 1 (satu) kali.
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2) Satuan Hasil: Panduan Kediklatan.

4. Pelaksanaan Orasi llmiah sesuai spesialisasinya
(Kode BK 161)

Orasi ilmiah merupakan bentuk pertanggungjawaban
akademis Widyaiswara dalam bentuk karya tulis
ilmiah, yang berkaitan dengan spesialisasi ajar yang
diampunya.

Sinopsis orasi ilmiah adalah ringkasan naskah Karya
Tulis llmiah yang disampaikan pada saat Orasi limiah.

a. Kriteria Penilaian:

1) Kelengkapan Dokumen yang dipersyaratkan;

2) Fotocopy berita acara telah melaksanakan
Orasi llmiah;

3) Orasi llmiah yang telah disahkan;

4) Surat pernyataan telah melaksanakan Orasi
[Imiah;

5) Bukti fisik asli Naskah KTI dan sinopsis Orasi
[Imiah.

b. Satuan Hasil: Berita Acara dan Sinopsis.

Il. Unsur Penunjang

A. Peran Serta dalam seminar/lokakarya/orientasi/
sarasehan/ bimbingan  teknis dalam rangka
pengembangan wawasan kompetensi Widyaiswara
(Kode BK 162 dan Kode BK 163)

Seminar/lokakarya/orientasi/sarasehan/bimbingan teknis
(bimtek) dalam lingkup kediklatan adalah suatu forum
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diskusi ilmiah yang dilakukan untuk membahas topik-topik
yang berkaitan dengan kediklatan.

Peran Widyaiswara dalam seminar/lokakarya/orientasi/
sarasehan/bimbingan teknis dalam lingkup kediklatan
dapat sebagai:

1. Narasumber/Pembahas/Penyaji/Ketua Panitia (Kode
BK 162)

a. Kriteria Penilaian :
1) Kelengkapan dokumen yang meliputi :

a) STMK Widyaiswara dari Pimpinan
Lembaga Diklat bagi Widyaiswara yang
berperan sebagai Narasumber/
Pembahas/Penyaji dalam sebuah
seminar/lokakarya/orientasi/sarasehan/
bimtek, SK Tim bagi Widyaiswara yang
berperan sebagai Ketua Panitia;

b) SPMK Kegiatan Penunjang Tugas
Widyaiswara dilampiri dengan Sertifikat
seminar/lokakarya/orientasi/sarasehan/

bimtek dimaksud dengan
mencantumkan jenis peran serta atau
kedudukannya.

2) Sertifikat asli harus dicetak dalam lembaran
khusus yang diperuntukkan untuk sertifikat
atau dapat berupa fotocopy yang dilegalisir
penyelenggara kegiatan/ pimpinan lembaga
diklat.

3) Kategori peran.

b. Satuan Hasil: Surat Keterangan/Sertifikat.

2. Moderator/Peserta/Anggota Panitia (Kode BK 163)
a. Kriteria Penilaian :
1) Kelengkapan dokumen yang meliputi :
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2)

a)

b)

STMK  Widyaiswara dari  Pimpinan
Lembaga Diklat bagi Widyaiswara yang
berperan sebagai Narasumber/Pembahas/
Penyaji dalam sebuah seminar/ lokakarya/
orientasi/sarasehan/bimtek, SK Tim bagi
Widyaiswara vyang berperan sebagai
Panitia;

SPMK Kegiatan Penunjang  Tugas
Widyaiswara dilampiri dengan Sertifikat
seminar/lokakarya/orientasi/sarasehan/
bimtek dimaksud dengan mencantumkan
jenis peran serta atau kedudukannya.

Sertifikat asli harus dicetak dalam lembaran
khusus yang diperuntukkan untuk sertifikat
atau dapat berupa fotocopy yang dilegalisir
penyelenggara kegiatan/pimpinan lembaga
diklat.

b. Satuan Hasil: Surat Keterangan/Sertifikat.

B. Keanggotaan dalam Organisasi Profesi (Kode BK 164 dan
Kode BK 165)

Organisasi profesi adalah organisasi berbadan hukum
yang anggotanya adalah orang-orang yang mempunyai
profesi yang sama.

Profesi harus terkait dengan lingkup kediklatan atau
spesialisasi ajar.

Angka Kredit diberikan kepada Pengurus dan Anggota
dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Pengurus (Kode BK 164)

a. Kriteria Penilaian :
Kelengkapan dokumen yang meliputi:

1)

72



2)
3)

a)

b)

Fotocopy Surat Keputusan tentang
kepengurusan dalam organisasi profesi
dari organisasi profesi terkait per tahun
yang dilegalisir oleh pimpinan organisasi
profesi terkait;

Fotocopy kartu anggota organisasi
profesi terkait per tahun yang dilegalisir
oleh pimpinan organisasi profesi terkait
per tahun.

Keaslian dokumen;
Peran dalam keanggotaan organisasi .

b. Satuan hasil : SK dan Kartu Anggota.

2. Anggota (Kode BK 165)
a. Kriteria Penilaian :
Kelengkapan dokumen yang meliputi :

1)

2)
3)

a)

b)

Fotocopy Surat Keputusan tentang
keanggotaan dalam organisasi profesi
dari organisasi profesi terkait per tahun
yang dilegalisir oleh pimpinan organisasi
profesi terkait, dan/atau;

Fotocopy kartu anggota organisasi
profesi terkait per tahun yang dilegalisir
oleh pimpinan organisasi profesi terkait
per tahun.

Keaslian dokumen.
Peran dalam keanggotaan organisasi.

b. Satuan hasil : SK dan/atau Kartu Anggota.
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C. Keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Fungsional
Widyaiswara (Kode BK 166)

Anggota tim penilai adalah keikutsertaan Widyaiswara
atau pejabat lain yang memiliki kompetensi dalam
memberikan penilaian atas DUPAK yang diajukan oleh
Widyaiswara.

1. Kriteria Penilaian :
a. Kelengkapan dokumen yang meliputi :

1) Surat Keputusan Tim Penilai;

2) SPMK Kegiatan Penunjang Tugas Widyaiswara
yang mencantumkan jumlah berkas DUPAK
yang diperiksa dan angka kreditnya;

3) Laporan rekapitulasi Pemeriksaan DUPAK.

b. Besarnya perolehan angka kredit didasarkan
jumlah DUPAK yang telah dinilai.

2. Satuan Hasil: Jumlah DUPAK.

D. Pembimbingan kepada Widyaiswara jenjang di
bawahnya (Kode BK 167)

Pembimbingan kepada Widyaiswara jenjang dibawahnya
adalah suatu bentuk upaya pengembangan kapasitas
Widyaiswara dalam kegiatan yang berkaitan dengan
kediklatan, dalam hal kegiatan Tatap Muka beserta
kegiatan pelengkapnya (Penyusunan Bahan Ajar Diklat,
Bahan Tayang, GBPP/RBPMD dan SAP/RP) dan
penyusunan KTI.

1. Kriteria Penilaian :
a. Kelengkapan dokumen yang meliputi :
1) Surat  Tugas Melaksanakan Kegiatan
Widyaiswara dari pimpinan lembaga Diklat
yang bersangkutan;
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2) SPMK Kegiatan Penunjang Tugas
Widyaiswara;

3) Laporan hasil pelaksanaan pembimbingan
yang meliputi informasi seputar Widyaiswara
yang dibimbing, produk vyang dihasilkan
selama proses pembimbingan.

b. Perolehan angka kredit diberikan berdasarkan
jumlah Widyaiswara yang dibimbing.

c. Widyaiswara dapat melaksanakan kegiatan
pembimbingan Widyaiswara di bawahnya paling
banyak 10 (sepuluh) orang per tahun.

2. Satuan Hasil: Jumlah laporan.

Perolehan gelar kesarjanaan yang tidak sesuai
spesialisasinya (Kode BK 168 s.d 170)

Memperoleh gelar kesarjanaan vyang tidak sesuai
spesialisasinya dan/atau memperoleh gelar kesarjanaan
pada jenjang pendidikan sekolah yang sama dengan yang
dimiliki Widyaiswara yang bersangkutan.

1. Kriteria Penilaian :

Kelengkapan dokumen yang meliputi :

a. Surat tugas/izin belajar dari pejabat yang
berwenang;

b. Surat Pernyataan Telah Menyelesaikan Pendidikan
Sekolah dan Memperoleh ljazah/Gelar dengan
melampirkan :

1) Bagi lulusan dalam negeri: Fotocopy ijazah dan
transkrip nilai yang disahkan/dilegalisir oleh
Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri atau
Pemimpin Perguruan Tinggi Swasta yang
terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional
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Perguruan Tinggi (BAN-PT), Kementerian
Pendidikan Nasional.

2) Bagi lulusan luar negeri: Fotocopy ijazah dan
transkrip nilai yang disahkan/ dilegalisir oleh
Direktorat  Jenderal Pendidikan  Tinggi,
Kementerian Pendidikan Nasional.

2. Satuan Hasil: ljazah.

F. Perolehan Piagam Kehormatan/Tanda jasa (Kode BK 171
s.d Kode BK 175)

1. Memperoleh penghargaan Satya Lencana Karya
Satya (Kode BK 171 s.d Kode BK 173)

Memperoleh penghargaan Satya Lencana Karya Satya
adalah mendapat penghargaan sebagai PNS yang
dinilai dari jangka waktu pengabdiannya.

a. Kriteria Penilaian :
Kelengkapan Dokumen yang meliputi :

1) Fotocopy piagam Satya Lencana Karya Satya
yang telah dilegalisir oleh unit Kepegawaian
instansi Widyaiswara yang bersangkutan;

2) Fotocopy Keputusan Presiden tentang piagam
Satya Lencana Karya Satya yang telah
dilegalisir oleh unit Kepegawaian Widyaiswara
yang bersangkutan.

b. Satuan Hasil : Piagam Satya Lencana Karya Satya.
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2. Memperoleh penghargaan lainnya dari pemerintah
(Kode BK 174)

a. Kriteria penilaian :
Kelengkapan dokumen yang meliputi :

1) Fotocopy Piagam  Penghargaan vyang
dilegalisir ~ unit  kepegawaian instansi
Widyaiswara yang bersangkutan;

2) Fotocopy SK Penetapan Piagam Penghargaan
yvang dilegalisir unit kepegawaian instansi
Widyaiswara yang bersangkutan.

b. Satuan Hasil : Piagam Kehormatan.

3. Memperoleh gelar kehormatan akademis (Kode BK
175)

Adalah gelar vyang diperoleh seseorang dari
lembaga pendidikan tinggi negeri/swasta yang
terakreditasi atas dedikasi, kerja keras, dan
sumbangan yang berguna bagi masyarakat dan dunia
akademis.

a. Kriteria penilaian:
Kelengkapan dokumen yang meliputi :

Foto copy piagam pemberian Gelar kehormatan
akademis yang diakui pemerintah yang telah
dilegalisir oleh unit Kepegawaian instansi
Widyaiswara yang bersangkutan.

b. Satuan hasil : Gelar Kehormatan akademis.
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A. Angka Kredit

Berikut rincian angka kredit Widyaiswara untuk masing-masing butir kegiatan yang penyajiannya disesuaikan dengan penomoran

BAB V

ANGKA KREDIT DAN CONTOH PENGHITUNGAN

sebagaimana Lampiran Peraturan MENPAN Nomor 14 Tahun 2009.

I. UNSUR UTAMA

A. SUB UNSUR PENDIDIKAN

PELAKSANA/ANGKA KREDIT
KODE SATUAN
NO KEGIATAN BUTIR KEGIATAN BUTIR Wid. Wid. Wid. Wid.
KEG. Pertama Muda Madya | Utama HASIL
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Pendidikan sekolah Mengikuti pendidikan sekolah
yang terakreditasi dan yang terakreditasi dan memper-
memperoleh ijazah/ ge- | oleh ijazah/gelar kesarjanaan,
lar kesarjanaan jenjang:
a. Doktor (S-3) 1 200 200 200 200 ljazah
b. Pascasarjana (S-2) 2 150 150 150 150 ljazah
c. Sarjana (S-1) 3 100 100 100 100 ljazah
2. Pendidikan dan Pela- Mengikuti Diklat dan
; o STTPP/
tihan dan memperoleh memperoleh STTPP/sertifikat 4 1 1 1 1 Sertifikat
Surat Tanda Tamat Pen- | minimal 30 jam pelajaran (JP). ’
didikan dan Pelatihan
(STTPP)/sertifikat
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B. SUB UNSUR PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN DIKLAT

KODE

PELAKSANA/ANGKA KREDIT

NO KEGIATAN BUTIR KEGIATAN BUTIR Wid. Wid. Wid. Wid. Sﬁ?:;ﬁ_”
KEG. Pertama Muda Madya | Utama
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Penganalisisan Melaksanakan analisis kebutuhan
Kebutuhan Diklat Diklat (AKD), sebagai:
a. Ketua 5 1,60 1,60 1,60 2 Laporan
b. Anggota 6 0,80 1 1,50 1,50 Laporan
2. Penyusunan Menyusun kurikulum Diklat pada:
kurikulum Diklat
a. Diklat Prajabatan
1) Gol. I dan Il, sebagai:
a) Ketua 7 0,24 0,24 0,30 0,30 Laporan
b) Anggota 8 0,10 0,20 0,20 0,20 Laporan
2) Gol. lll, sebagai:
a) Ketua 9 0,24 0,24 0,30 0,30 Laporan
b) Anggota 10 0,10 0,20 0,20 0,20 Laporan
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3 4 5 6 7 8 9

Diklat Struktural::
1) Diklatpim Tingkat IV,

sebagai:

a) Ketua 11 0,24 0,24 0,30 0,30 Laporan

b) Anggota 12 0,10 0,20 0,20 0,20 Laporan
2) Diklatpim Tingkat Ill,

sebagai:

a) Ketua 13 0,48 0,48 0,48 0,60 Laporan

b) Anggota 14 0,15 0,30 0,45 0,45 Laporan
3) Diklatpim Tingkat II,

sebagai:

a) Ketua 15 0,58 0,58 0,58 0,72 Laporan

b) Anggota 16 0,29 0,36 0,54 0,54 Laporan
4) Diklatpim Tingkat I,

sebagai:

a) Ketua 17 0,64 0,64 0,64 0,80 Laporan

b) Anggota 18 0,48 0,48 0,60 0,60 Laporan
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3 4 5 6 7 8 9
Diklat Fungsional:
1) Diklat pembentukan jabat-
an fungsional, sebagai:
a) Ketua 19 0,48 0,48 0,60 0,60 Laporan
b) Anggota 20 0,20 0,40 0,40 0,40 Laporan
2) Diklat Fungsional
Penjenjangan:
a) Tingkat Dasar, sebagai:
1) Ketua 21 0,24 0,24 0,30 0,30 Laporan
2) Anggota 22 0,10 0,20 0,20 0,20 Laporan
b) Tingkat Lanjutan,
sebagai:
1) Ketua 23 0,32 0,32 0,32 0,40 Laporan
2) Anggota 24 0,10 0,20 0,30 0,30 Laporan
c) Tingkat Menengah,
sebagai:
1) Ketua 25 0,32 0,32 0,32 0,40 Laporan
2) Anggota 26 0,10 0,20 0,30 0,30 Laporan
d) Tingkat Tinggi, sebagai:
1) Ketua 27 0,32 0,32 0,32 0,40 Laporan
2) Anggota 28 0,16 0,20 0,30 0,30 Laporan
Diklat Teknis, sebagai:
1) Ketua 29 0,24 0,24 0,30 0,40 Laporan
2) Anggota 30 0,10 0,20 0,20 0,20 Laporan




2 3 4 5 6 7 8 9
Menyusun Bahan Menyusun Bahan Ajar Sesuai
Diklat Sesuai Spe- Spesialisasinya, pada:
sialisasinya 1) Diklat Prajabatan: 31 0,10 0,10 0,10* 0,10* Naskah
a) | Golonganldanll
b) | Golongan Il 32 0,10 0,10 0,10* 0,10* Naskah
2) Diklat Struktural:
a) | Diklatpim Tingkat IV 33 0,16 0,20 0,20 0,20* Naskah
b) | Diklatpim Tingkat Ill 34 0,24* 0,24 0,30 0,30 Naskah
c) | Diklatpim Tingkat Il 35 0,32* 0,32* 0,32 0,40 Naskah
d) | Diklatpim Tingkat | 36 0,32* 0,32* 0,32 0,40 Naskah
3) Diklat Fungsional:
a) Diklat Pembentukan 37 0,16 0,20 0,20 0,20* Naskah
Jabatan Fungsional
b) Diklat Fungsional Pen-
jenjangan:
(1) | Tingkat Dasar 38 0,10 0,10 0,10* 0,10* Naskah
(2) | Tingkat Lanjutan 39 0,16 0,20 0,20 0,20* Naskah
(3) | Tingkat Menengah 40 0,24* 0,24 0,30 0,30 Naskah
(4) | Tingkat Tinggi 41 0,32* 0,32* 0,32 0,40 Naskah
4) Diklat Teknis 42 0,10 0,10 0.10 0.10 Naskah
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3 4 5 6 7 8 9
Menyusun GBPP/RBPMD dan
SAP/RP sesuai spesialisasinya, pada:
1) | Diklat Prajabatan:
a) | Golongan|Idanll 43 0,10 0,10 0,10* 0,10* GBPP & SAP
b) | Golongan Il 44 0,10 0,10 0,10* 0,10* | GBPP & SAP
2) | Diklat Struktural:
a) | Diklatpim Tingkat IV 45 0,16 0,20 0,20 0,20* GBPP & SAP
b) | Diklatpim Tingkat IIl 46 0,24* 0,24 0,30 0,30 GBPP & SAP
c) | Diklatpim Tingkat Il 47 0,32* 0,32* 0,32 0,40 GBPP & SAP
d) | Diklatpim Tingkat | 48 0,32* 0,32* 0,32 0,40 GBPP & SAP
3) | Diklat Fungsional:
a) | Diklat Pembentukan 49 0,16 0,20 020 | 020* | GBPP &SAP
Jabatan Fungsional
b) | Diklat Fungsional
Penjenjangan:
(1) Tingkat Dasar 50 0,10 0,10 0,10* 0,10* GBPP & SAP
(2) Tingkat Lanjutan 51 0,16 0,20 0,20 0,20* GBPP & SAP
(3) | Tingkat Menengah 52 0,24* 0,24 0,30 0,30 GBPP & SAP
(4) Tingkat Tinggi 53 0,32* 0,32* 0,32 0,40 GBPP & SAP
4) Diklat Teknis 54 0,10 0.10 0.10 0.10 GBPP & SAP
Menyusun bahan tayang sesuai spe-
sialisasinya, pada:
1) | Diklat Prajabatan:
a) | GolonganIdanll 55 0,10 0,10 0,10* 0,10* Bahan Tayang
b) | Golongan llI 56 0,10 0,10 0,10* 0,10* Bahan Tayang
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3 4 5 6 7 8 9
2) | Diklat Struktural:
a) Diklatpim Tingkat IV 57 0,16 0,20 0,20 0,20* Bahan tayang
b) Diklatpim Tingkat 1l 58 0,24* 0,24 0,30 0,30 Bahan tayang
c) Diklatpim Tingkat Il 59 0,32* 0,32* 0,32 0,40 Bahan tayang
d) Diklatpim Tingkat | 60 0,32* 0,32* 0,32 0,40 Bahan tayang
3) Diklat Fungsional
3) Diklat Pembentukan 61 0,16 0,20 0,20 0,20* | Bahan tayang
Jabatan Fungsional
b) Diklat Fungsional Penjen-
jangan:
(1) | Tingkat Dasar 62 0,10 0,10 0,10* 0,10* Bahan tayang
(2) | Tingkat Lanjutan 63 0,16 0,20 0,20 0,20* Bahan tayang
(3) | Tingkat Menengah 64 0,24* 0,24 0,30 0,30 Bahan tayang
(4) | Tingkat Tinggi 65 0,32* 0,32* 0,32 0,40 Bahan tayang
4) Diklat Teknis 66 0,10 0,10 0.10 0,10 Bahan tayang
Menyusun Modul Diklat sesuai
spesialisasinya, pada:
1) | Diklat Prajabatan:
a) Golongan ldan i 67 0,60 0,60 0,60* 0,60* Modul
b) Golongan Ill 68 0,60 0,60 0,60* 0,60* Modul
2) | Diklat Struktural:
a) Diklatpim Tingkat IV 69 0,96 1,20 1,20 1,20* Modul
b) Diklatpim Tingkat Ill 70 1,44* 1,44 1,80 1,80 Modul
c) Diklatpim Tingkat Il 71 1,92* 1,92* 1,92 2,40 Modul
d) Diklatpim Tingkat | 72 1,92* 1,92* 1,92 2,40 Modul
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3 4 5 6 7 8 9
3) | a | Diklat Pembentukan 73 09 | 1,20 | 1,20 | 1,20+ | Modul
Jabatan Fungsional
b) Diklat Fungsional
Penjenjangan:
(1) | Tingkat Dasar 74 0,60 0,60 0,60* 0,60* Modul
(2) | Tingkat Lanjutan 75 0,96 1,20 1,20 1,20* Modul
(3) | Tingkat 76 1,44* | 1,44 1,80 1,80 Modul
Menengah
(4) | Tingkat Tinggi 77 1,92* 1,92* 1,92 2,40 Modul
4) | Diklat Teknis 78 0,60 0,60 0,60 0,60 Modul
Menyusun soal ujian Diklat sesuai
spesialisasinya, pada:
1) Diklat Prajabatan:
a) Golongan ldan i 79 0,02 0,02 0,02* 0,02* Laporan
b) Golongan Il 80 0,02 0,02 0,02* 0,02* Laporan
2) Diklat Struktural:
a) Diklatpim Tingkat IV 81 0,03 0,04 0,04 0,04* Laporan
b) | Diklatpim Tingkat llI 82 0,05* 0,05 0,06 0,06 Laporan
c) Diklatpim Tingkat Il 83 0,06* 0,06* 0,06 0,08 Laporan
d) Diklatpim Tingkat | 84 0,06* 0,06* 0,06 0,08 Laporan
3) Diklat Fungsional:
a) Diklat Pembentukan]abat- 85 0,03 0,04 0,04 0,04* Laporan
an Fungsional
b) Diklat Fungsional Penjen-
jangan:
(1) | Tingkat Dasar 86 0,02 0,02 0,02* 0,02* Laporan
(2) | Tingkat Lanjutan 87 0,03 0,04 0,04 0,04* Laporan
(3) | Tingkat Menengah 88 0,05* 0,05 0,06 0,06 Laporan
(4) | Tingkat Tinggi 89 0,06* 0,06* 0,06 0,08 Laporan
4) Diklat Teknis 90 0,02 0,02 0,02 0,02 Laporan
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Pelaksanaan tatap | Melaksanakan tatap muka di depan Jam
muka di depan kelas Diklat sesuai spesialisasinya, pelajaran
kelas Diklat sesuai | pada: (JP)
spesialisasinya a. Diklat Prajabatan:

1) Golongan I dan Il 91 0,025 0,025 0,025* | 0,025* (JP)
2) Golongan Ill 92 0,025 0,025 0,025* | 0,025* (JP)
b. Diklat Struktural:
1) Diklatpim Tingkat IV 93 0,03 0,04 0,04 0,04* (JP)
2) Diklatpim Tingkat Ill 94 0,04* 0,04 0,05 0,05 (JP)
3) Diklatpim Tingkat Il 95 0,05* 0,05* 0,05 0,06 (JP)
4) Diklatpim Tingkat | 96 0,05* 0,05* 0,05 0,06 (JP)
c. Diklat Fungsional:
1) D|k|at.Pembentukan Jabatan 97 0,03 0,04 0,04 0,04* (P)
Fungsional
2) Diklat Fungsional Penjenjang-
an:
a) | Tingkat Dasar 98 0,025 0,025 0,025* 0,025* (JP)
b) | Tingkat Lanjutan 99 0,03 0,04 0,04 0,04* (JP)
c) | Tingkat Menengah 100 0,04* 0,04 0,05 0,05 (JP)
d) | Tingkat Tinggi 101 0,05* 0,05* 0,05 0,06 (JP)
d. Diklat Teknis 102 0,025 0,025 0,025 0,025 (JP)
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Memeriksa Memeriksa Jawaban Ujian Diklat Sesuai
Jawaban Uji- Spesialisasinya, pada:
an Diklat se- Diklat Prajabatan:
suai Spesiali- | & 1) Golongan I dan II 103 0,02 0,02 0,02* 0,02* Laporan
sasinya 2) Golongan Il 104 0,02 0,02 0,02* 0,02* Laporan
b. Diklat Struktural:
1) Diklatpim Tingkat IV 105 0,016 0,02 0,02 0,02* Laporan
2) Diklatpim Tingkat I 106 0,03* 0,03 0,04 0,04 Laporan
3) | Diklatpim Tingkat Il 107 0,19* 0,19* 0,19 0,24 Laporan
4) Diklatpim Tingkat | 108 0,19% 0,19% 0,19 0,24 Laporan
c. Diklat Fungsional:
1) D|k|at.Pembentukan Jabatan 109 0,03 0,04 0,04 0,04* Laporan
Fungsional
2) Diklat Fungsional Penjenjangan:
a) | Tingkat Dasar 110 0,02 0,02 0,02* 0,02* Laporan
b) | Tingkat Lanjutan 111 0,03 0,04 0,04 0,04* Laporan
c) | Tingkat Menengah 112 0,05* 0,05 0,06 0,06 Laporan
d) | Tingkat Tinggi 113 0,06* 0,06* 0,06 0,08 Laporan
d. Diklat Teknis 114 0,02 0,02 0,02 0,02 Laporan
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Pembimbingan peserta a. Membimbing peserta Diklat da-
Diklat Pada Diklat Struk- lam bentuk penulisan Kertas Ke-
tural Sesuai Spesialisa- rja (KK) pada diklat struktural se-
sinya suai spesialisasinya
1) Diklatpim Tingkat IV 115 0,08 0,10 0,10 0,10 Laporan
2) Diklatpim Tingkat 11l 116 0,12* 0,12 0,15 0,15 Laporan
3) Diklatpim Tingkat Il 117 0,32* 0,32* 0,32 0,40 Laporan
4) Diklatpim Tingkat | 118 0,48* 0,48* 0,48 0,60 Laporan
b. | Membimbing peserta Diklat da-
lam PKL/OL pada Diklat Struktu-
ral sesuai Spesialisasinya
1) Diklatpim Tingkat IV 119 0,08 0,10 0,10 0,10 Laporan
2) | Diklatpim Tingkat IlI 120 0,12* 0,12 0,15 0,15 Laporan
3) Diklatpim Tingkat Il 121 0,32* 0,32* 0,32 0,40 Laporan
4) Diklatpim Tingkat | 122 0,48* 0,48* 0,48 0,60 Laporan
c. Menjadi moderator/ narasumber
pada seminar/lokakarya/diskusi
dalam kelas pada Diklat
Struktural sesuai spesialisasinya:
1) Diklatpim Tingkat IV 123 0,06 0,08 0,08 0,08* Laporan
2) Diklatpim Tingkat 11l 124 0,10* 0,10 0,12 0,12 Laporan
3) Diklatpim Tingkat Il 125 0,13* 0,13* 0,13 0,16 Laporan
4) Diklatpim Tingkat | 126 0,13* 0,13* 0,13 0,16 Laporan
Pengelolaan Program Mengelola program Diklat di
Diklat di instansinya instamsinya, sebagai:
a. Penanggung jawab minimal 30 JP 127 0,02 0,02 0,03 0,04 Laporan
b Anggota minimail 30 JP 128 0,01 0,02 0,02 0,02 Laporan
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Pengevaluasi Melaksanakan evaluasi program Diklat,
an program pada:
Diklat a. Diklat Prajabatan:
1) Golongan I dan Il 129 0,03 0,03 0,03 0,03
2) Golongan Il 130 0,03 0,03 0,03 0,03
b. Diklat Struktural:
1) Diklatpim Tingkat IV 131 0,05 0,06 0,06 0,06
2) Diklatpim Tingkat Il 132 0,07 0,07 0,09 0,09
3) Diklatpim Tingkat Il 133 0,10 0,10 0,10 0,12
4) Diklatpim Tingkat | 134 0,10 0,10 0,10 0,12
c. Diklat Fungsional:
1) Diklat Pembentukan Jabatan 135 0,05 0,06 0,06 0,06
Fungsional
2) Diklat Fungsional Penjenjangan:
a) | Tingkat Dasar 136 0,03 0,03 0,03 0,03
b) | Tingkat Lanjutan 137 0,05 0,06 0,06 0,06
c) | Tingkat Menengah 138 0,07 0,07 0,09 0,09
d) | Tingkat Tinggi 139 0,10 0,10 0,10 0,12
d. Diklat Teknis 140 0,03 0,03 0,03 0,03
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C. SUB UNSUR PENGEMBANGAN PROFESI

KODE PELAKSANA/ANGKA KREDIT
NO KEGIATAN BUTIR KEGIATAN BUTIR Wid. Wid. Wid. wid. Satuan
KEG. Pertama Muda Madya Utama Hasil
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pembuatan Karya Mermbuat KTl yang terkait lingkup
Tulis llmiah (KTI) kediklatan dan/atau pengembangan
yang terkait ling- spsialisasinya, dalam bentuk:
kup kediklatan dan Buku dengan ISBN, diterbitkan, dan
/atau pengem- a. diedarkan secara nasional, sebagai:
bangan spesialisa- 1) Penulis 141 20 20 20 20 Buku
sinya 2) | Editor 142 5 5 5 5 Buku
b. Non Buku, yang dimuat dalam:
1) Jurnal limiah:
a) Internasional 143 5 5 5 5 Makalah
b) Nasional terakreditasi 144 2,50 2,50 2,50 2,50 Makalah
c) instansi 145 1 1 1 1 Makalah
2) Majalah limiah
a) Terakreditasi 146 3 3 3 3 Artikel
b) Tidak terakreditasi 147 1,50 1,50 1,50 1,50 Artikel
3) Buku Proceeding
a) Internasional 148 5 5 5 5 Makalah
b) Nasional 149 2,50 2,50 2,50 2,50 Makalah
4) Surat Kabar
a) Nasional 150 3 3 3 3 Artikel
b) Lokal 151 1,50 1,50 1,50 1,50 Artikel
5) | Website 152 2 2 2 2 Artikel/
makalah
c. Naskah
1) Disajikan dalam pertemuam 153 3 3 3 3 Naskah
ilmiah
2) Didokumentasikan di per- 154 2 2 2 2 Naskah
pustakaan instansi/lembaga
3) Diakui oleh instansi yang ber- 155 1 1 1 1 Naskah
sangkutan
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Penerjemahan/ pe- a. Menerjemahkan/menyadur
nyaduran buku dan buku terkait lingkup kediklatan
bahan ilmiah dan/ atau pengembangan
lainnya selain buku spesialisasinya, dalam bentuk
yang terkait lingkup 1) Buku 156 7 7 7 7 Buku
kediklatan 2) Naskah 157 1,50 1,50 1,50 1,50 Naskah
dan/atau b. Menerjemahkan/menyadur
pengembangan spe- dari bahan lainnya selain buku
sialisasinya. terkait lingkup kediklatan dan/ 158 1 1 1 1 Naskah
atau pengembangan spesiali-
sasinya dalam bentuk naskah.
Pembuatan peratu- Memb uat peraturan/panduan dalam
an/panduan dalam lingkup kediklatan, dalam bentuk:
lingkp kediklatan 1) | Produk Perundang-undangan 159 3 3 3 3 Peraturan
2) Panduan Kediklatan 160 1,50 1,50 1,50 1,50 Panduan
Pelaksanaan Orasi Melaksanakan Orasi llmiah sesuai Berita
limiah sesuai spe- spesialisasinya. 161 - - - 5 Acara dan
sialisasinya. Sinopsis
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Il. UNSUR PENUNJANG

KODE PELAKSANA/ANGKA KREDIT
NO KEGIATAN BUTIR KEGIATAN BUTIR wid. wid. wid. wid. Satuan
KEG. Pertama Muda Madya Utama Hasil
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1{ A | Peran serta dalam semi- Mengikuti seminar/lokakarya sebagai:
nar/lokakarya dalam
rangka pengembangan Narasumber/pembahas/penyaji/ketua Setiap
wawasan kompetensi a panitia 162 2 2 2 2 Kali
Widyaiswara.
b. Moderator/peserta/anggota panitia 163 1 1 1 1 Sizlaip
B Kenggotaan dalam organi- | Menjadi anggota organisasi profesi sesuai
sasi profesi spesialisasinya, sebagai:
Setiap
a. Pengurus 164 1 1 1 1 Tahun
0,75 0,75 0,75 0,75 Setiap
b. | Anggota 165 Tahun
C Keanggotaan dalam Tim Menjadi anggota dalam tim Penilai Jabatan 166 0,04 0,04 0,04 0,04 DUPAK
Penilai Jabatan Fungsional | Fungsional Widyaiswara
D Pembimbingan kepada Membimbing Widyaiswara jenjang
Widyaiswara yang . 167 0,25 0,25 0,25 0,25 Laporan
. L dibawahnya.
dibawah jenjangnya
E Perolehan gelar kesarja- Memperoleh gelar kesarjanaan yang tidak
naan yang tidak sesuai sesuai spesialisasinya dan/atau lebih dari satu
spesialisasinya kali pada jenjang pendidikan yang sama, pada
program:
a. Doktor (S3) 168 15 15 15 15 ljazah
b. Pasca Sarjana (S2) 169 10 10 10 10 ljazah
c. Sarjana (S1) 170 5 5 5 5 ljazah
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F Peroleha Piagam a. Memperoleh penghargaan Satya
Kehormatan/Tanda Jasa Lencana Karya Satya, lamanya:

1) 30 (tiga puluh) tahun 171 3 3 3 3 Piagam
2) 20 (dua puluh) tahun 172 2 2 2 2 Piagam
3) 10 (sepuluh) tahun 173 1 1 1 1 Piagam

b Memperoleh penghargaan lainnya dari 174 1 1 1 1 Piagam

) Pemerintah

c Memperoleh gelar kehormatan 175 10 10 10 10 Gelar dan

akademis Piagam
Catatan :

1. Angka Kredit yang dicetak dengan huruf miring dan diberi tanda bintang (*) menunjukkan kegiatan dimana Widyaiswara telah
menempuh sertifikasi untuk kegiatan tersebut.

2. Angka Kredit yang dicetak dengan huruf miring tanpa tanda (*) menunjukkan Angka Kredit yang diberikan kepada Widyaiswara
yang melakukan kegiatan 1 (satu) jenjang di atas atau satu jenjang di bawah.

3. Widyaiswara yang melakukan kegiatan 1 (satu) jenjang atau lebih di atas jenjang yang telah ditentukan untuknya, maka angka
kreditnya hanya dihitung 80% dari angka kredit yang diperuntukkan untuk masing-masing jenjangnya.
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B. Contoh Penghitungan

A. Sub Unsur Pendidikan

1.

Pendidikan

sekolah

yang

memperoleh ijazah/gelar kesarjanaan.

terakreditasi

dan

Contoh Penghitungan Angka Kredit bagi Widyaiswara

yang memiliki jenjang pendidikan formal S1

KODE KEGIATAN AK KETERANGAN

1 Pendidikan 5 Penunjang
sekolah pada BK 170
jenjang S1

2 Pendidikan 50 Utama
sekolah pada (150 - 100)
jenjang S2

3 Pendidikan 50 Utama
sekolah pada (200 - 150)
jenjang S3

Mengikuti Diklat dan memperoleh Surat Tanda
Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)/Sertifikat
(Kode BK 4)

Contoh Penghitungan Angka Kredit bagi Widyaiswara
yang mengikuti pendidikan dan pelatihan selama 67

JP
KODE KEGIATAN AK KETERANGAN
4 Diklat Teknis 2,23 Utama
(67JP/30x1)
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Sub Unsur Pengembangan dan Pelaksanaan Diklat

Contoh Penghitungan Angka Kredit bagi Widyaiswara Madya golongan ruang IV/c

KODE ANGKA KREDIT (KESESUAIAN DENGAN JENJANG JABATAN)
BK KEGIATAN : SES.UAI .DI BI.\WAH : DI ATAS KETERANGAN
Diklatpim Tk. 11l Diklatpim Tk. IV Diklatpim Tk. Il
BK S BK 6 Dikerjakan
5-6 AKD Sebagai anggota - Sebagai ketua 1,60 secara tim
1,5 (2x80%)
BK 14 BK 13
7-30 Menyusun sebagai anggota - Sebagai ketua Dikerjakan
kurikulum Diklat 0,45 0,48 secara tim
(0,60x80%)
BK 34 BK 33 BK 35
31-54 Mzmb”alwtf&ha” 0,30 0,20 0,32
jar (MPM) (0,40x80%)
Memb BK 46 BK 45 BK 47
43-54 GBePrE /::Ft, 0,30 0,20 0,32
(0,40x80%)
BK 58 BK 57 BK 59
55-66 Bahan Tayang 0,10 0,10 0,24
(0,30x80%)
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ANGKA KREDIT (KESESUAIAN DENGAN JENJANG JABATAN)

KODE
BK KEGIATAN : SES.UAI : DI BI.\WAH : DI ATAS KETERANGAN
Diklatpim Tk. I Diklatpim Tk. IV Diklatpim Tk. Il
BK 70 BK 69 BK 71
67-78 Menyusun Modul 1,80 1,20 1,92
(2,40x80%)
BK 82 BK 81 BK 83
79.90 | Menyusunsoal 0,06 0,04 0,64
ujtan (0,08x80%)
BK 94 BK 93 BK 95
91-102 Tatap Muka 0,40 0,32 0,39 Contoh 8JP
(8jp x0,05) (8jpx0,04) (8jpx0,06)
BK 106 BK 105 BK 107
103-114 Memeriksa ujian 0,04 0,02 0,19
(0,24x80%)
BK 116 BK 115 BK 117 Membimbing
115-118 Membimbing KK 1,50 1 3,2 <10 KK
(10x0,15) (10x0,10) (10%0,4)x80% =
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KODE

ANGKA KREDIT (KESESUAIAN DENGAN JENJANG JABATAN)

BK KEGIATAN : SES.UAI .DI BI.\WAH : DI ATAS KETERANGAN
Diklatpim Tk. 11l Diklatpim Tk. IV Diklatpim Tk. Il
Membimbin BK 120 BK 119 BK 121 Membimbing
119-122 PKL/OL & 0,25 0,17 0,53 OL selama 5
(5/3x0,15) (5/3x0,10) (5/3x0,40)x80% hari
Menjadi BK 124 BK 123 BK 125
moderator/
narasumber pada 0,08 0,13
123-126 . 0,12
seminar / (0,16x80%)
lokakarya/diskusi
Mengglola BK 127 1 prog diklat
prog.diklat
. >30JP
127 (sebagai 0,36 -
enanggung (360JP/30x0,03) Program
per : Diklatpim Tk. IlI
jawab)
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